Salinan

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTAN G

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN :
KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan
. " Kegiatan/Pekerjaan di  lingkungan - Pemerintah
Kabupaten Karanganyar maka perlu menyusun
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
‘Kegiatan/Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2021 d1 ngkungan Pemermtah Kabupaten
Karanganyar; :

Mengingat  : 1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
o Pembentukan Daerah-daerah = Kabupaten ‘dalam

' Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebaga1rnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
V(Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indone31a Nomor S679);



3 Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
S Konstruksz (Lembaran Negara Repubhk Indonesia =

. _',_‘}»;Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara,
Lo Repubhk Indone31a Nomor 6018)

- 4?;::Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2020 tentang e |
- Peraturan Pelaksanaan Undang~Undang Nomor 2 ¢

 Tahun 2017 tentang - Jasa - Konstruksi . (Lembaran

- Negara Republik Indones1a Tahun 2020 Nomor 107, . "

: ’l‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a . ,‘
- Nomor 6494), , ‘ e S

o 5. Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014 tentang o :

Pengelolaan : Barang - Milik - Negara/ Daerah
- sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
" Republik. Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang
':v'Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

~ Tahun -2014  tentang Pengelolaan Barang Mlllk.,

- !_Negara/ Daerah (Lembaran Negara. Repubhk Indonesw. : L

. Tahun 2020 Nomor 142 'I‘ambahan Lembaran Negara ‘
' Republik Indone31a Nomor 6523)

- ‘6v._i"_Peraturan Pre31den Nomor 16 Tahun 2018 tentang ”

""Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah (Lembaran e N

. f,Ncgara Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nornor 33);

:7..vaeraturan Pre&den Repubhk IndoneSIa Nomor 33‘ :
' Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Reglonal
(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2020 :
~ Nomor 57); - e : :

v8.;,>’Peraturan Menten Dalarn Negen Nomor 19 Tahun .
- 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang M1hk -

e _Daerah

- 9. Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan o

, -Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar danv, R
L ;’_’Pedornan : Pengadaan Jasa Konstruks1 Melalui
. »QPenyedla : ’ : SRUURI

o 10 Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indonesm' o
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klamﬁkam, KOdCﬁkaSI,v -

“Dan. Nomcnklatur Perencanaan Pembangunan Dan -
Keuangan Daerah ' ' ' .

11 Peraturan Lembaga Kebijakan 'Peﬁgadaah '

Barang/Jasa Pemerintah . Nomor 7 tahun 2018 -

tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Ba.rang'j
dan J asa Pemerlntah ' . v

o 12 Peraturan Lembaga 5 Kebljakan Pengadaan‘_ o

v Barang/Jasa Pemenntah Nomor 8 Tahun 2018 |

tentang Pedoman Swakelola,



- 13

Peraturan ’Lem'baga | Kebuakan ' Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan -

L »Barang/Jasa Pemermtah melalui Penyedla, :

14.
' Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan 'Lembaga _Kebljakan Pengadaanv

~ tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tender/ Seleksi

Internasional (Benta Negara Republik Indonesw.

' Tahun 2018 Nomor 763);

15,
'~ Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan o Lembaga Kebl_]akanv - Pengadaan

| ~ tentang Katalog Elektronik;

16.
~ Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan - Lembaga Kebijakan - Pengadaan

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang

~ dikecualikan  pada Pengadaan Barang/Jasa
- Pemerintah; I o :

17.

Peraturan 'L‘emb'aga | Kebgakan , Périgadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018

- tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan

18,

Keadaan Darurat

Peraturan  Lembaga Kébij akan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018

109,

tentang Umt Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga  Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018'
' 'tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

20.

Peraturan Lembaga - Kebijakan Pcrigadaan_
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

- tentang Agen Pengadaan ;

21,

Peraturan = Lembaga Kebij akan Pengadaan

. Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

29.

tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang /Jasa Pemermtah '

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

_Ba'rarig/Jasa‘ Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018

tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

| 23,

24.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebgakan g Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018

tehtang Pengembangan  Sistem dan Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa, S o

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10

.~ tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial -



: Menetapkan

(Lémbarah ‘Daerah Kabupaten Karanganyar '
 Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerahj

o Kabupaten Karanganyar Nomor 88);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

~ Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

~ (Lembaran Daerah =~ Kabupaten  Karanganyar

- Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
' Kabupaten Karanganyar Nomor 95 ), . '

MEMUTUSKANi |

: PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEDOMAN

PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN ~ YANG

'BERSUMBER DARI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN
'BELANJA DAERAH ,TAHUN ANGGARAN 2021 DI

LINGKUNGAN ~ PEMERINTAH = KABUPATEN
KARANGANYAR. o AN | o B

 BABI |
KETENTUAN UMUM '
Bagian Kesatu '

, Penge_rtian :

Pasal 1

: Dalam Peraturan Bupat1 ini, yang dlmaksud ‘dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan ~ Daerah = yang
~ memimpin pelaksanaan Urusan Pemerlntahan yang
men_]adx kewenangan Daerah otonom.. :

- 3. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar ‘ v
o 4. .'Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara

. ‘selanjutnya  disingkat - APBN adalah rencana
- keuangan tahunan pemerintahan negara yang
- disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

| 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah

- selanjutnya - disingkat APBD = adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang .
‘dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah .
Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan Peraturan_
Daecrah. ’ : . :

6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupatl
- dan  DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
' Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Unit Ker_]a adalah baglan dar1 Perangkat Daerahb

~ yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat

 Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
'Ieblh kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasﬂ yang terukur .

- sesuai dengan misi Perangkat Daerah

. Kegiatan adalah bagian dari vprogram yangb

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada

gPerangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari

' sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik

yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, .
dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua

o jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)

10.
11.
12.
13.
14,

15.

16.

- untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang /iasa. .

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya dlsebut DPA-Perangkat Daerah

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja
dan pemblayaan yang dlgunakan sebagal dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggung;awaban dan

- pengawasan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya .
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. :

Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat PA»'
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

- anggaran Kementenan Negara/ Lembaga/ Perangkatv

Daerah. o |
Kuasa Pengguna Anggaran' 'yang selanjutnya -
d1smgkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa

“untuk melaksanakan . .sebagian kewenangan

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebaglan
tugas dan fungsx Perangkat Daerah.. '

Pengguna  Barang/Jasa ', adalah " pejabat

- pemegangkewenangan  penggunaan barang/jasa
“milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat - yang diberi



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran Belanja Negara/
Anggaran Belanja Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima

“hasil pekerjaan.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat
administrasi/pejabat ~ fungsional/personil  yang
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa. |

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja Pemerintahan
Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah  yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah. :



- 26.

Ageh 'P’engadaa‘nu adalah UKPBJ atau Pelaku ‘Usaha'

- yang melaksanakan ‘sebagian  atau ‘seluruh

-pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yvang - diberi

- - kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat

o7,

 Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
dlsebut Penyedia adalah Pelaku . Usaha yang

" : menyedlakan barang/j jasa berdasarkan kontrak

28.

Pakta Integntas adalah surat pernyataan yang ber131 .

ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,

. korupsi  dan nepotlsme. dalam  Pengadaan |
~ Barang/Jasa. ' -

29.

Barang adalah setiap benda baik berwujtid _maupuri

tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
- yang dapat diperdagangkan, dipakai, dlpergunakan :
- atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- .30.
’ " sebagian kegiatan yang meliputi- pembangunan,

Pekerj]aan Konstruksi adalah keseluruhan atau

' pengoperasian, pemeliharaan,' pembongkaran, dan
~ pembangunan kembali suatu bangunan. :

3l

32.

33
o ‘tanda ‘bUktl pengakuan dari pemerlntah atas
- kompetensi dan kemampuan profes1 dibidang'

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
~ yang. membutuhkan keahlian tertentu di berbagai
‘bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
- pikir (brainware).. ’

Jasa Lalnnya adalah jasa non-konsultansn atau _]asa'
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata

kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
-~ menyelesatkan suatu pekerjaan

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa adalah

 Pengadaan Barang/Jasa. .

34.

Swakelola adalah Pengadétan Barang/Jasa dimana

o pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau

. 35,

diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai

' penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah
"llaln, organisasi masyarakat dan/ atau kelompok_
. masyarakat :

Dokumen Pen’iilihan' adalah dokumen ' yarig .

’ 'dltetapkan " oleh  Pokja ~~ Pemilihan/Pejabat
Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi

dan ketentuan yang harus d1taat1 oleh para pihak

- dalam pemlhhan Penyedla



~ 36.

- 37.

: VKvbntrak 'Péngadaan 'Barénug/Jéisa yang Selanjutnyé'
- disebut Kontrak ‘adalah perJanjlan tertulis antara

PA/ KPA/PPK dengan Penyedla Barang/Jasa atau»v
: :

pelaksana Swakelola." | ‘i

‘Tender  adalah 'metode pemilihan untuk

- mendapatkan Penyedi? - Barang/Pekerjaan

38.

- 39,

- Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi  adalah o metode pemlllhén E »funt-uk '

, mendapatkan Penyedla Jasa Konsultansi.

Tender/Seleksi Internasmnal adalah pemlllhan
Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan

- dapat berasal dari pelaku usaha naswnal dan pelaku

40.

41,

43,

44.

45,

“usaha asing. o v
: Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
‘untuk mendapatkan Penyedla Barang/Pekerjaan
'Konstrukm/ Jasa Konsultanm/Jasa Lamnya dalam

keadaan tertentu.

Pengadaan LangsUng i Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lalnnya adalah ‘metode pemilihan
~untuk mendapatkan Penycdla Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lamnyai yang bernilai  paling

R banyak Rp200. 000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
42.

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah
metode pemilihan untuk | mendapatkan Penyedia
Jasa Konsultansi yang 'bermlal paling banyak
RplOO 000.000,00 (seratus Juta ruplah)

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga_

‘secara berulang. ,
Usaha Mikro adalah usaha produktlf milik orang

perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang !
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha

. Mikro, Kecil, dan- Menengah
- Usaha Kecil adalah usahag ekonom1 produktlf yang .

berdiri sendiri dan dilakukan oleh - orang

perseorangan  atau badan ‘usaha yang bukan
- merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
 perusahaan yang d1m111k1, dikuasai atau menjadi
’baglan baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenal Usaha.

- Mikro, Kecil dan Menengah.

46.

Surat Jaminan yang selanJutnya disebut Jamlnan B

adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/ Perusahaan Pen_]amlnan / Perusahaan .

Asuransi/ lembaga kenangan khusus vyang"
‘menjalankan usaha di{ bidang pembiayaan,



47.

48.

49.

50.

51.

S52.

53.

54.

SS.

penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di  bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang
memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko
tinggi, menggunakan peralatan yang didesain

.~ khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan

~ transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedla
Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan
dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa
yang terdaftar pada sistem pengadaan secara
elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali
penawarari dalam waktu yang telah ditentukan.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. .

E-Purchasing adalah tata cara  pembelian

Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi sistem
informasi rencana umum pengadaan berbasis web
yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk
mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan ).

Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnyav

disingkat RUP adalah kegiatan yang terdiri dari

identifikasi  kebutuhan  barang /jasa yang
- diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana
- penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka
Acuan Kerja.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan
dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis
untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang bertujuan
untuk memperoleh hasﬂ kerja yang efektif dengan

‘biaya yang efisien.



56.

- 57,

- dibentuk oleh masyarakat secara sukarela |

- 58.

' 50.

- 60.

: Kelqin’pokv Mésyarakat adalah keldmpok masyarakat

yang melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dengan
dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

Organ1sa31 Kemasyarakatan ‘yang selanjutnya
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan

berdasarkan - - kesamaan aspirasi,  kehendak,

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
- untuk berpartlslpa31 dalam pembangunan demi
- tercapainya tuJuan Negara Kesatuan Republik =~
-Indonesxa yang berdasarkan Pancasﬂa '

E—marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar

~ elektronik yang disediakan - untuk memenuhl

kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung. jawab,

- wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang :
berwenang  untuk melaksanakan Pengadaan =

Barang/Jasa o v
Pelaku Usaha adalah SCtlap orang perorangan atau

‘badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

" maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
- berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

61.

62.

63.

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

"’menyelenggarakan keg1atan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategl
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan o

beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di

luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak -

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban

yang ditentukan dalam kontrak men}adl tidak dapat I
d1penuh1 _ : :
Badan Layanan Umum yang selanjutnya dlsmgkat
Pemerintah BLU adalah Badan Layanan Umum di

B ngkungan Pemerintah Pusat atau Badan Layanan

64.

Umum dilingkungan Pemerintah Daerah.
Pengadaan Barang/Jasa pada BLU adalah kegiatan
pengadaan barang/Jasa oleh BLU dengan sumber» ',

~ dana pendapatan BLU.



Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi
Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Pemerintah
Daerah yang pembiayaannya baik sebagian maupun
seluruhnya bersumber dari APBD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kegiatan dalam Belanja Langsung maupun tidak

langsung; dan
b. kegiatan dengan metode Pengadaan Barang/Jasa
maupun tidak. -

(3) Kegiatan/Pekerjaan yang dilaksanakan dengan metode
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di
lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya

dibebankan pada APBD; o
b. Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar

 Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan

dengan pedoman dan ketentuan pengadaan
barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah yang
bersangkutan; dan -

c. bagi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan |
oleh penerima hibah/bantuan, Pemerintah Desa

dan sekolah, baik negeri maupun swasta yang
- dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBD atau APBN kecuali menggunakan pedoman

khusus.
BAB 11
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN /PEKERJAAN
~ Pasal 3

Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan/Pekerjaan  Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah ~ Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan

Pemerintah  Kabupaten Karanganyar merupakan

pedoman pelaksanaan kegiatan/pekerjaan di lingkungan
Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup yang diatur
dalam Pasal 2. ' :



_ S Pasal 4
Y Pédbrrian Pelaksanaan Keg1atan/PekerJaan | bag1 |
o Pcrangkat Daerah terdiri dan . :

“BABI ~ : Pendahuluan S .
 BAB VII_ ~:  Pedoman  dalam Pembentukan
PR R Tlm/Kepanma.n | | -
BABIII - : Pedoman dalam Pelaksanaan Belan_]a
o | Barang/Jasa - o
" BABIV :  Pedoman dalam . Pelaksanaan
S Perjalanan Dinas '
~ BABV ~ : Pedoman dalam Pengadaan
S ‘Barang/Jasa :
BABVI.  :  Pedoman dalam Penyaluran Hlbah ‘
L ‘ dan Bantuan Sosial » '
_ BABVII = : Pengawasan dan Sank31 -
B .BAB VIII - : Format Laporan  Pelaksanaan
| - Kegiatan -
BAB X o Penutup

(2) Pedoman Pelaksanaan Keg1atan/ Pekeljaan Yang
. 'Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
'Daerah  Tahun Anggaran - 2021 Di Lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam
; Lamp1ran yang merupakan baglan tidak terpxsahkan'
~ dari Peraturan Bupatl ini.

| BABII
: KETENTUAN PENUTUP ‘
' Pasal 5 |

Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 122 Tahun 2019 tentang
Pedoman - Pelaksanaan  Kegiatan/Pekerjaan - Bagi
Perangkat  Daerah (Berita  Daerah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 122), dlcabut dan‘
dlnyatakan tidak berlaku -



, o : Pasal 6 _ .
v‘Peraturan Bupat1 i” mula: berlaku pada tanggal o
B 'dlundangkan R
 Agar setiap oréing' "’mén?gétahulnya, . memermtahkan _
S pengundangan ' Peraturan Bupatl - ini - dengan
R penempatannya dalam ‘ Benta Daerah Kabupaten
- Karanganyar | ' -

o }Diﬂt‘etéijkar‘i di Karanganyar
”pada tanggal 23 November 2020 .
' BUPA’I‘I KARANGANYAR o
B '_ ""I‘td. -
_ JULIYATMONO
D1undangkand1 Karéﬁgényéf
- pada tanggal 23 November 2020 U
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO o
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 99

'Sahnan sesuai dengan ashnya o
K _;'SEKRETARIAT DAERAH |




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAN GANYAR

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG | : |
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/

PEKERJAAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN
BELANJA  DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN |
KARANGANYAR |

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN YANG BERSUMBER
PATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

DARI ANGGARAN PENDA
ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
- Untuk melaksanakan prinsip Good Governance dan Clean
_Gcfverjnment, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan prinsip-
prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta
,mewr.ljudke.mnya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak
-berplhak. (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi
(tirj; . S;)jlal an’;ara para pihak terkait (stakeholders) secara adil,
| pane 5}1 g?g.pro.esmnd, dan akuntabel..‘ Penyelenggaraan Pemerintahan
Jawab d a; ’a{’i‘ Olghl APBD yang wajib dikelola secara bertanggung
akuntabel, sehingga m i
Sehubungan dengan hal terseiit m:;;f;i:g{zr} output yang optimal.
‘bagi : . . : isusun sebuah
d:lgl pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan di Lingkungan Per, pedoman
am rangka melaksanakan APBD, angkat Daera
Selanjutn ” o ~ '
_» penggunaaeru kzz, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
‘Pengadann B angan negara yang dibelanjakan melalui =
'menciptak l?rang/ Jasa Pemerintah, diperlukan upa o Droses
an
persaingan /Ko nftee?gkaan, transparansi, akuntabilitas Seftz u.n uilk
Pernerintah peusi yang sehat dalam proses Pengada prinsip
‘ ah yang dibiayai APBN/APBD, sehi i an Barang/Jasa
yang terjangkau dan berkuali ' ngga diperoleh barang/ja
baik dari A . rkualitas serta dapat dipertan . Jasa
ari segi fisik, keuangan, maupun " ggungjawabkan
tugas Pemerintahan dan pel _ manfaatnya bagi kelancaran
hal tersebut. P n pelayanan masyarakat. Sehubun d
| » reraturan Bupati ini dimaksudkan untuk rian bengan
, emberikan



»pedoman pelaksanaan kegiatan/pekerjaan bagi Perangkat Daerah,
utamanya Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan dengan tertib sesuai
ketentuan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan/Pekerjaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar ini adalah: |

a. mewujudkan pemahaman yang benar atas ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengadaan
barang/jasa di Daerah dapat dilaksanakan dengan baik;

~ b. sebagai pedoman pelaksanaan sistem pengelolaan barang daerah;

C. sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan
penatausahaan pelaksanaan APBD; » '

d. sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD;

‘€. agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai keterpaduan dan
keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat
sasaran dan manfaat serta terwujudnya disiplin anggaran;

f. meningkatkan kinerja pelaksana anggaran [kegiatan lebih baik dan
tahun sebelumnya; dan - v

g. meningkatkan peran serta usaha kecﬂ dan kelompok masyarakat
dalam pengadaan barang/jasa.

v BAB II
PEDOMAN DALAM PEMBENTUKAN TIM/PANITIA

~A. Umum

1. Pembentukan Tim/Panitia dilakukan antara lain karena:
a. perintah peraturan perundang-undangan;
b. kebutuhan riil guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan;
_’ dan
c. usulan Kepala Perangkat Daerah karena kebutuhan yang
“mendesak.

2 Pembentukan Tim/Panitia harus selektif dan berorientasi semata-
mata pada pencapaian output kegiatan/pekerjaan yang jelas dan
terukur.

‘3. Pemilihan keanggotaan Tim/Panitia harus didasarkan pada
pertimbangan rekam jejak kinerja, keterkaitan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, serta keahlian dan kemampuan yang
bersangkutan. ‘ .

4. Khusus pembentukan  Tim/Kepanitiaan yang mendapat
perhitungan bagi Tambahan Penghasilan Pegawai dan/atau
honorarium dari APBD harus mendapat persetujuan dari Sekda
melalui pertimbangan :

a. Asisten Administrasi Umum;



b Kepala BKPSDM; »
" ¢. Kabag OrgamsasL dan .
- d. Kabag Hukum. S -
. Keanggotaan dalam Tlm/ Pan1t1a merupakan perangkapan fung31
‘dan tugas tertentu PNS d1sampmg tugas pokok seharl - hari. -

Apabila terjadi mutasi anggota t1m akan segera dilakukan
penerbitan SK peruba_han tim.
Tenaga Harian Lepas (THL) tldak masuk dalam tim atau

"kepamtlaan tetapi jika dlbutuhkan cukup dengan surat penugasan
o sebagaa tugas tambahan : :

‘ B ‘ Penetapan dan Legalitas‘

- Berdasarkan kewenangan, maka:

1.

‘Tim/Panitia dengan keanggotaan ’ mehbatkan pe_]abat/ persoml

d11uar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
'Tlm/ Panitia dengan keanggotaan yang melibatkan pejabat/personil |
di lingkungan Pemerintah Daerah dltetapkan dengan Keputusan
-Sekretaris Daerah; : ,
. Tim/Panitia dengan keanggotaan ya.ng mehbatkan pejabat/ personil
~internal Perangkat Daerah dltetapkan oleh Keputusan Kepala ‘
- Perangkat Daerah; '

Dikecualikan dari ketentuan angka 1 angka 2 dan angka 3 diatas
apablla dalam peraturan perundang-undangan = sudah diatur -

~ pejabat yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan o
‘ T1m / Keparutxaan tersebut ' '

- C Masa Kerja
1
~ yang disebutkan secara eksplisit pada keputusan pembentukannya.

Pada dasarnya. Tlm/ Pamtla bekexja sesuai dengan _]angka Waktu

Mengmgat pembentukan - Tim/Panitia  didasarkan = pada

B pertimbangan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam APBD maka'

o jangka waktunya tldak melebihi Tahun Anggaran.

. Apabila  Tim/ Panitia dlben_tuk ‘untuk melaksanakan _
. kegiatan/pekerjaan yang bersifat rutin, maka masa kerjanya dapat =
 melebihi Tahun Anggaran, dengan ketentuan maksunal setlap 3
. (tiga) tahun harus ditinjau ulang o | |
 Dalam hal Tim/ Pan1t1a telah terbentuk selama 3 (tha) tahun ,
berturut-turut, maka Perangkat Daerah melakukan evaluasi

- terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan Tim/Panitia dimaksud

- untuk dlpertlmbangkan menjadi- tugas dan fungsi suatu unit
. orgamsa31 : ’

o D K_eanggotaan o |

Y

‘ Keanggotaah Tim/ Panitia terdiri dari:

~a. Pengarah, maksimal 2 (dua) orang;
b. Penasehat, maksimal 2 (dua) orang;

C. Wakﬂ Penasehat maksnnal 2 (dua) orang, -



d. Ketua, maksimal 2 (dua) orang, dan apabila dibutuhkan dapat

membawahi ketua bidang/seksi;

Wakil Ketua, maksimal 2 (dua) kali jumlah Ketua; -

Sekretaris, maksimal sama dengan jumlah wakil ketua;
Anggota, sesuai kebutuhan;

Staff Administrasi, sesuai kebutuhan;

Staf Teknis, sesuai kebutuhan.

Koordinator, setingkat Ketua/Ketua B1dang, tergantung pada
struktur Tim /Panitia.

Dapat melibatkan pihak lain diluar PNS/Pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah atas izin atasan langsung yang bersangkutan.

R = - B I

E. Sekretariat Tim/Panitia

1.

Sekretariat Tim/Panitia dibentuk untuk melaksanakan kegiatan
administratif dalam rangka menun_]ang keglatan Tim/Panitia
Pelaksana Kegiatan. .
Sekretariat Tim/Panitia merupakan bagian tak terpisahkan dari
Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.
Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana hanya dapat dibentuk untuk
menunjang Tim/Panitia Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh
Bupati.

Jumlah keanggotaan sekretariat Tim/Panitia Pelaksana kegiatan
diatur sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi
dan efektifitas kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

F. Pemblayaan

Pemblayaan pelaksanaan tugas Tim/Panitia diberikan dalam bentuk -
Honorarium yang penganggarannya dialokasikan dalam bentuk:

1.

2.

Untuk Bupati dan Wakil Bupati, pada rekening Belanja
Honorarium;

Untuk PNS dialokasikan dalam perhitungan Tambahan Penghasﬂan
Pegawai Dinamis;

Untuk PNS/personel yang bertindak sebagai Narasumber/
pelatih/pengajar/pelaksanaan fungsi khusus diluar tugas dan
fungsinya, pada rekening Belanja Narasumber/petugas lain;
PNS/personel yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah
Daerah, pada rekening Belanja Petugas Lain.

G. Pelai’pofan |
Setiap akhir masa tugas, maka Ketua Tim wajib menyusun laporan

pelaksanaan tugas kepada Bupati/Kepala Perangkat Daerah yang
menetapkan Keputusan Pembentukan



BAB III
PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA BARANG/JASA |
N A Umum | _
Pada dasarnya belanja barang/ jasa dllaksanakan sesuai dengan
' o ketentuan peraturan - - perundang-undangan. Penatausahaan
o keuangan tunduk pada peraturan bupati tentang penatausahaan
‘keuangan, dan pelaksanaannya tunduk pada jenis atau karakteristik

- kegiatannya ~apakah = menggunakan ~ mekanisme pengadaan
barang/ jasa atau tidak. ' '

' B. Pelaksanaan belan_]a Barang/Jasa o

o 1. Penyedlaan alat tulis kantor dilakukan dengan pembehan sesual,
‘ _dengan pagu anggaran, kebutuhan dan ketersedlaan ruang
: penylmpanan - o .

2. Pembelian makanan dan kudapan bag1 penyelenggaraan rapat _
~ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Makanan dan kudapan disajikan pada :

1) rapat yang dilaksanakan dengan mengundang peserta dan |
- unsur masyarakat dan/atau Perangkat Daerah lain;

2) Frapat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fung31 -~ organisasi yang
dllaksanakan secara efisien dan efektif; ‘ ’

- 3) rapat tim/ pamtla yang dlbentuk dengan Surat Keputusan
| S pejabat yang berwenang sesuai Jadwa.l keglatan :

- : b. ‘Makanan dlsajlkan hanya pada pertemuan yang dllaksanakan -
"~ minimal 3 (tiga) j jam; L .

“c Penyajlan makanan dan kudapan dllakukan dengan ketentuan:

_ 1) sedapat mungkin dilaksanakan oleh penyedla terdekat pada

lokasi penyelenggaraan rapat; .

2) pada setlap menu kudapan harus terdapat rnenu rebusan

. dan menu makanan lokal khas Daerah; dan v o

>3) pada setlap menu makanan yang dlsajlkan harus terdapat :

- buah. -

3 Penggandaan dan fotocopy d11aksanakan sesuai kebutuhan danv o

. dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

4. BeIanJa sewa dilakukan apablla sarana/prasarana Pemerintah
- Daerah memang tidak tersedia atau tidak mencukupi atau kurang
o representatlf / tidak layak guna mendukung pelaksanaan kegiatan

L Contoh : S : v .
- sewa kendaraan dmas yang tersedia tidak sesuai/tidak -
o -'layak/ kurang representatlf dengan medan/ Wllayah yang akan
‘dldatangl ’ : o ‘ '



5

Belanja barang/ jasa dalam rangka fasilitasi kegiatan keagamaan,
fasilitasi kegiatan sosial daerah dapat dilakukan secara swakelola

- tipe 4...atau melalui penyedla dan/atau sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan kegiatan pada saat itu yang akan dlatur dengan
ketentuan lebih lanjut.

C. Pertanggung]awaban dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Penatausahaan belanja barang/jasa
- dilaksanakan  sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang
Penatausahaan Keuangan Daerah.

| BAB IV
PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

A, Umﬁm'

1. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

a.

Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat 'tinggi dan

. prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja;
Efisiensi penggunaan anggaran; dan

Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dlnas
dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

2. erjalanan Dinas dilaksanakan oleh Pegawai (PN S/CPNS, Pegawai'
Non PNS) dan masyarakat sesua1 kebutuhan dan dalam penugasan
oleh Daerah.

B. Dukungan Administrasi

1. Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas. )

2. Surat Tugas diterbitkan oleh:

a.‘

b.
oleh Kepala Perangkat Daerah atau oleh rombongan antar

a Perangkat Daerah;

Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas yang
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang d1laksanakan

Asisten Sekretaris Daerah untuk Pejabat dan staf di hngkungan

 Sekretariat Daerah;
. Kepala Perangkat Daerah untuk PeJabat dan staf di lingkungan

Perangkat Daerah bersangkutan
Kepala Perangkat Daerah untuk Pegawai Non PNS atau peserta
non PNS lainnya.

3. Dalam menerbitkan Surat Tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud
pada angka 2 berwenang untuk menetapkan tingkat biaya
perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan perj jalanan dlnas tersebut.



C. Biaya Perjalanan Dinas

1. Pengelompokan Biaya ‘_

Pemberian biaya per_]alanan dinas didasarkan pada tmgkat
pelaksana perjalanan dmas yakm

Tingkat A : Bupati, Wakil bupati dan Ketua DPRD;

Tingkat B : Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD;

Tingkat C : Anggota DPRD dan JPT selain Sekretaris Daerah;
Tingkat D : Administrator, JFT Utama, Direktur BLUD;
Tingkat E : Pengawas dan JFT Madya ;

Tingkat F : PNS Golongan IV Non Struktural dan JFT Muda;

Tingkat G : PNS Golongan III, JFT Pratama dan JFT Penyelia ;
Tingkat H : PNS Golongan Il dan I.

2. Jenis-jenis biaya:

Jenis biaya dalam perjalanan dinas terdiri dari:

o a.

b.

e.

f.

uang Harian, ditetapkan sesuai standar biaya berdasarkan
tingkat perjalanan dinas; '

biaya transportasi, merupakan biaya dari kedudukan ke lokasi
sampai dengan kembali ke tempat kedudukan, termasuk
didalamnya BBM (jika menggunakan kendaraan pribadi/dinas),
parkir, retribusi, tol, pelabuhan, struk pembayaran kendaraan
daring, asuransi dan biaya lain termasuk biaya pemilihan kursi,
biaya makan minum dan biaya bagasi atau jika terdapat
penundaan atau biaya perubahan tiket yang dikarenakan

~ perubahan jadwal,

biaya penginapan, merupakan biaya penginapan riil atau dapat
menerima secara lumpsum sebesar 30% ( tiga puluh persen) dari
standar biaya penginapan setempat sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya penginapan,
biaya representasi, diberikan kepada Bupati, Wakil bupati,
anggota DPRD dan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
selama melaksanakan perjalanan dinas;

sewa kendaraan, sesuai biaya sewa yang ditagihkan termasuk
sopir, parkir, BBM, tol, pajak dan lain sebagainya; dan

biaya mengantar dan menjemput jenazah sesuai biaya riil.

3. Pemberian biajra perjalanan dinas :

a'

biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pelatihan,

bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, rakor, dan

kegiatan sejenis yang biaya akomodasi ditanggung pihak
penyelenggara atau melalui setoran pembayaran keikutsertaan
sebagai peserta maka: :

1) untuk kegiatan yang dilakukan sehari penuh dengan
menginap ( fullboard ) diberikan sebesar 50% ( lima puluh
persen ) dari uang harian Perjalanan Dinas selama mengikuti
kegiatan;



C.

- 2) untuk kegiatan 'yang ‘dilakukan lebih dari 1 (satu) hari

dikecualikan pada hari pertama (keberangkatan) dan hari
terakhir (kepulangan) diberikan uang hanan Perjalanan Dinas
sebesar 100% (seratus persen);

3) untuk kegiatan yang dilakukan di luar kantor paling smgkat 8
(delapan) jam tanpa menginap (fullday) diberikan sebesar 60%
(enam puluh persen) dari rincian uang harian Perjalanan
Dinas selama mengikuti kegiatan; dan

4) untuk kegiatan yang dilakukan diluar kantor minimal 5 (lima)
jam tanpa menginap (halfday) diberikan sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari rincian uang harian Perjalanan Dinas
selama mengikuti kegiatan; o |

biaya Perjalanan Dinas yang biaya akomodasinya tidak

ditanggung pihak penyelenggara atau tidak melalui setoran

pembayaran keikutsertaan sebagai peserta, maka selama
mengikuti kegiatan tersebut, diberikan uang harian Perjalanan

Dinas secara penuh; dan

dengan pertimbangan ketepatan waktu kehadiran berdasarkan

undangan mengikuti kegiatan dan kesulitan penjadwalan

kepulangan setelah mengikuti kegiatan, maka jumlah hari

Perjalanan Dinas dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan kegiatan (H-1) atau 1 (satu) hari sesudah

pelaksanaan kegiatan (H+1). '

D. Pelaporan

Pejabat/ Pegawai penerima Surat Tugas wajib menyusun Laporan Hasil
Perjalanan Dinas dan disertakan dalam pertanggungjawaban kegiatan.

BAB \Y%
- PEDOMAN DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA

A. PERSIAPAN

1. Pembentukan Organisasi Kegiatan

HFrEorretoeae op

Penanggung jawab Program.

Wakil Penanggung jawab Program.

Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pengguna Barang/Jasa dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tim Pelaksana Pengendalian dan Koordinasi Kegiatan APBD.
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/Pejabat Pengadaan.
Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi.

. Tim Pelaksana Kegiatan (apabila dibutuhkan), dapat terdiri dari :



f':}l):
2

. 3)

4)

5)

. 6)

7)
8
9

Pengarah;

Penasehat; -
‘Wakil Penasehat;

Ketua;

‘Wakil ketua;
Sekretaris;

Anggota; o
Staf administrasi; -

Staf ahlj;

10) Staf teknis; dan N
~ 11) Staf lainnya.

o 2 Keanggotan dan ’I‘ugas Organ1sa31 Pengelolaan APBD

a Penanggung Jawab Program

P d)

Penanggung ‘jawab Program dgabat oleh” Bupatx dengan’ |
keputusannya menetapkan ' : , .

a)

b

c}

e)

- Wakil Penanggung Jawab Program

Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD .
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ' '
Pengguna Barang/Jasa; ‘

Unit Kerja Pengadaan Barang/J asa(UKPBJ) dan

Tim Pelaksana keglatan yang anggotanya melibatkan
unsur di luar Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Penanggung jawab Program mempunya1 tugas memberlkan
arahan dan pembmaan pelaksanaan program ‘ ‘ '

b Wakﬂ Penanggung jawab Program

1) Waktl Penanggung jawab Program d1 Jabat oleh Wakﬂ Bupau
' dan bertugas membantu Penanggung jawab Program dalam
_ - memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan | program.
- 2) Wakil Penanggung jawab Program dalam menjalankan tugas
: bertanggung Jawab kepada Bupau selaku Penanggung Jawab

- Program. .

c T1m Pembma Pengendah dan Koordlna31 Keglatan APBD -

1) Tim Pembma Pengendah dan Koordinasi Kegxatan APBD )
dlangkat dan dltetapkan oleh Bupat1, beranggotakan o

a)

)

d)

€)

)

94

Bupati;

- Wakil Bupati'

_ Sekretans Daerah;

Para Staf Ahli Bupatl,

Para Asisten Sekda;

Kepala Badan Perencanaan dan L1tbang,

Inspektur Daerah;
Kepala Badan Keuangan Daerah



i) Kepala Baglan Admlnlstra31 Pembangunan Setda dan

j) - Kepala Baglan Hukum Setda. '

2) ‘Tugas Tim Pembina, Pengendah dan KoordmaS1 Keglatan
APBD antara lain : :

' a) melaksanakan koordmam pembmaan penatausahaan/

pengelolaan aspek perencanaan, aspek- adrmmstram,
aspek keuangan dan aspek teknis;

b) menganalisa  terhadap proses ~ dan ~ permasalahan :

pelaksanaan kegiatan;

 ¢) - mengadakan monltormg, | pengendahan, evaluasn dan

tinjauan lapangan untuk mehhat secara dekat tentang
pelaksanaan kegiatan; S

d) 'menyelenggarakan Rapat ' Koordinasi v 'Pengendalian

 Operasional Kegiatan (Rakor POK) pahng Sedlklt 3 (tlga) .

- bulan sekali;

e) memberi arahan/ petunjuk | untuk 3 kelancaran’

pelaksanaan kegiatan;

~ f) melaporkan hasil pembmaan kepada Penanggung Jawab-»

Program; dan

g} dalam “melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim

Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Keglatan APBD.

d T1m Pelaksana Pengendahan dan Koord1na31 Kegiatan APBD

)

“Tim Pelaksana Pengendall dan Koordinasi Keg1atan APBD
" adalah sebagai Pembantu Tim Pembina, Pengendali dan

- Koordma81 Kegiatan APBD

9

‘Tim Pelaksana Pengendah dan Koordmam Keglatan APBD

L terdm dari unsur :

~a) Badan Perencanaan Penelltlan dan Pembangunan,

 b) Inspektorat Daerah;

¢) Badan Keuangan Daerah; dan -

d) Bagian Administrasi Pembangunan;
Sekretariat Tim Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Keglatan -
APBD berada  di Baglan _ Admlm_stras_li , Pembangunan -

. Sekretanat Daerah

g

Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordlnasn Keglatan APBD

. bertugas

| a) membantu mengendahkan pelaksanaan keglatan Tahun

~ Anggaran berjalan;

~ b) menelaah laporan yang. dlsa_mpa.lkan oleh Pengguna

~ Anggaran. sebagai bahan untuk pembuatan laporan_
‘kepada Bupati; -

} _ c) mengadakan tinjauan 1 Ioka81 /lapangan,

d) }menyelenggarakan dan menylapkan Rapat Koordinasi
‘Pengendalian Operasional Keglatan (Rakor POK) paling
~ sedikit 3 (tlga) bulan sekah, '



e)

membcrikan. .'ma.lsukan’ kepada Tim Pembina Pengendah
dan Koordinasi kegiatan APBD untuk kelancaraan

pelaksanaan kegiatan; dan

1) menyiapkan bahan laporan hasil pengendalian evaluasi

pelaksanaan kegxatan APBD kepada Bupatl

e. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

1) PA;

2) KPA;

3) PPKom;

4) Pejabat Pengadaan;

5) Pokja Pemilihan UKPBJ;

6) Agen Pengadaan;

7) PjPHP/PPHP;

8) Penyelenggara Swakelola; dan
9) Penyedia barang/jasa.

Pengguna Anggaran (PA)

1) Kepala Perangkat Daerah bertlndak selaku PA yang d1angkat
dan ditetapkan oleh Bupati.

2) PA mempunyai tugas, kewenangan dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan
anggaran/kegiatan pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya,

antara lain:
a) menetapkan perencanaan pengadaan;

'b) menetapkan dan mengumumkan secara luas RUP pada
papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website
Pemerintah  Daerah (wwuw.lpse karanganyarkab.go. zd),
dan portal pengadaan nasional melalui LPSE;

c) menetapkan PPKom;

d) menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/seleksi
ulang gagal;

e) menetapkan Pejabat Pengadaan,

f) menetapkan PjPHP/PPHP;

g) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

j)

menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk

metode pemilihan: :

(1) Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasmg untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di
atas ‘Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau . »

(2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk  paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah). v

rnenyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal



k) menyampaikan laporan 'keuangan sesuai 'dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

" 1) menyelesaikan perselisihan antara PPKom dengan

'UKPBJ/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat; |
m) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
n)} bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;
o) melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan
- kegiatan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali;
p) menyiapkan dokumen penyerahan kegiatan/ peker_]aan
kepada Bupati;
q) Dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

(1) menetapkan tim teknis; dan/atau
(2) menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan
Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

r) Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf q angka(l),
bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada PA
berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan dalam
pelaksanaan keglatan,

s) dalam hal pekerjaan yang dlrencanakan menggunakan
jasa manajemen konstruksi, maka Pengguna Anggaran
masih dapat dibentuk tim teknis sepanjang belum
~dilaksanakan penandatanganan kontrak.

g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1)

2)

3)
4)

S)

6)

PA dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada 1 (satu) atau beberapa orang
KPA yang merupakan Kepala Unit Kerja pada Perangkat
Daerahnya. ‘
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada angka 1) berdasarkan pertimbangan besaran Perangkat
Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada
angka 1) ditetapkan oleh Bupati atas usul PA. |
KPA sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertanggung Jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

Melaporkan secara berkala perkembangan pelaks:maan
kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Bupati setlap 3

(tiga) bulan sekali melalui PA.

KPA dapat menugaskan PPKom untuk melaksanakan

kewenangan yang terkait dengan:

a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan /atau



v b) mengadakan perjanjlan dengan plhak 1a1n dalam batas -

3)

b

anggaran belanJa yang telah dltetapkan

KPA berwenang menjawab Sanggah Bandmg peserta Tender o
Pekerjaan Konstruksi. = ’
KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang / Jasa.
‘Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai
PPK, KPA dapat merangkap sebaga1 PPK

Pe_]abat Pembuat Kom1tmen (PPK)

,.1)

| 2

Pejabat Pembuat» Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang.

‘dapat mengaklbatkan pengeluaran / Anggaran Belanja Daerah.

Persyaratan untuk dltetapkan sebaga1 PPK dalam pengadaan ‘
barang/ Jasa yaltu ' ' -

a) memlhkl integritas dan d131p11n, -

b) memiliki sertifikat keahhan tlngkat dasar di bldang

. 4)

Pengadaan Barang/ Jasa, ,

A c) bcrpendldlkan pahng rendah Sarjana Strata Satu (S 1) atau

setara dan apabila tidak terpenuhi dapat diganti. dengan
 memiliki golongan ruang paling rendah 11 / a; ' ‘

Dalam hal tldak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan»
sebagaimana dimaksud pada angka 2), PA / KPA dapat
merangkap sebagai PPK. o ’

PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa mem111k1 tugas :

a) .menyusun perencanaan pengadaan;

o b)‘ menetapkan SpCSlﬁkaSI tekms/ Kerangka Acuan Kerja

(KAK);

- ¢) menetapkan rancangan kontrak;
~d) menetapkan HPS; :

€) menetapkan besarari uang muka yang akan dlbayarkan

kepada Penyedia;

I )  mengusulkan perubahan jadwal keglatan
. g menetapkan tim pendukung, _

h) ,menetapkan tim atau tenaga ahli;

i) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sed1k1t d1 

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ,
j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedla Barang/ J asa;
k) mengendalikan Kontrak;

1) melaporkan pelaksanaan dan penyelesalan keglatan

~ kepada PA/KPA;

o . 'n‘1) menyerahkan hasil peker_]aan pelaksanaan keglatan '

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, ,
n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
- ’pelaksanaan kegiatan; dan ’ o



. 8)
- guna kelancaran pelaksanaan p_eker_]aan, perencanaan dapat

o) men11a1 kmerja Penyedla

Selain melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada

angka 2), PPK melaksanakan tugas pehmpahan kewenangan B

~ dari PA/ KPA mehputl

-a) melakukan tlndakan yang mengaklbatka.n pengeluaran |

anggaran belanja;

: b) mengadakan dan menetapkan perjanpan dengan pihak

~ apabila belum tersedla anggaran atau tidak cukup tersedia

| lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
dan : ' :

c) -PPKom dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu
’ oIeh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa .

PPK dilarang mengadakan ikatan ‘perjanjian  atau
menandatangam Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa

anggaran yang dapat mengak1batkan dllampaumya batas

~ anggaran yang tersedla untuk keglatan yang d1b1aya1 dari

R APBN/APBD
7

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan jasa

~ konstruksi, penyusunan dokumen perencanaan peker_]aan

9

. jasa konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana

konstruksi satu tahun (n- 1) sebelum pelaksanaan kegiatan
dengan ketentuan .

a) Penyedla Jasa perencana konstruks1 dapat berasal dan N
- perseorangan - ahli atau badan yang kornpeten dan
~memiliki kualiftkasi yang d1persyaratkan,

" b) Keluaran akhir perencanaan konstruksi meliputiv

dokumen perencanaan berupa Gambar Rencana Teknis,
Rencana Kerja dan Syarat—syarat (RKS), RAB (Engmeenng

, Estlmate) dan Daftar Volume Pekerjaan (Blll of Quantzty) N
yang disusun sesua1 ketentuan; dan

c) Penyedia jasa perencana konstruks1 dalam melaksanakan -
- pekerjaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
© yang melaksanakan pekerjaan umum. - :

apablla ketentuan pada angka 7) belum dllaksanakan, maka

dilakukan Perangkat Dacrah yang melaksanakan urusan
Pekerjaan Umum dengan memperhatikan = ketersediaan

sumber daya manuSia yang cukup sehingga ’perencanaan»ﬁ S
dapat selesai tepat waktu dan pelaksanaan pekerj]aan masm' ’
. memungklnkan untuk dllaksanakan :

PPK dapat mernutuskan Kontrak secara sep1hak apabila: |

a) kebutuhan Barang/ Jasa udak dapat d1tunda melebﬂ'u 3

- ‘batas berakhlrnya Kontrak;

b) _berdasarkan penelitian PPK Penyedla Barang/Jasa ’udakv

~ akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan

walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima 1 B



8)

h)

j)

k)

puluh) hari Kkalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; |
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,  Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- Penyedia  Barang/Jasa la.lai/cidera janji  dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalajiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan, dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang;

pengaduan tentang penyimpangan . prosedur, dugaan
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi  yang
berwenang; :

pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan
huruf ¢), dapat melampaui Tahun Anggaran;

dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia
Barang/Jasa melampaui tahun anggaran, maka
dilakukan adendum kontrak atas sumber pembiayaan
dari DPA Tahun Anggaran benkutnya atas sisa pekerjaan
yang akan diselesaikan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui
tahun anggaran, diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri;

dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK dapat :

(1) mencairkan Jaminan Pelaksanaan;

(2) mencairkan jaminan Uang Muka atau meminta
Penyedia Barang/Jasa untuk melunasi Sisa Uang

Muka;

(3) meminta Penyedia Barang/Jasa untuk membayar

denda keterlambatan; dan
(4) memasukkan Penyedia Barang/Jasa ke dalam

Daftar Hitam.

" dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sep1hak

oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada huruf h), Pokja Pemilihan
UKPBJ dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada
pemenang cadangan benkutnya pada paket pekerjaan



}_yang sama atau Penycdla Barang/Jasa yang mampu dan
R 'memenuhl syarat; dan : ‘
]) Dalam hal pemutusan kontrak secara seplhak oleh PPK
‘maka presta31 pekerjaan d1h1tung dan dltetapkan oleh

o APIP.. ‘
- 10) Bag1 Perangkat Daerah yang memlhkl beberapa keglatan fisik
- konstruksi dengan nilai - ‘sampai dengan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta ruplah), maka - dapat dialokasikan satu
kegiatan _]asa yang mengakomodas1 .v'seluruh/ beberapa
perencanaan konstruks1 tersebut. '

11)Mutasi Jabatan Personil PPK  tidak merubah tugas dan
‘tanggung Jawabnya sampa1 dengan ' keglatan pekerjaan
berakhlr o o o

o 1 Umt Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

1) UKPBJ mem111k1 fung81

a) pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- b) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

»C) pembinaan Sumber daya Manusm dan Kelembagaan
Pengadaan Barang dan jasa; - :

d) pelaksanaan - pendampingan, ko”nsult’asi dan/ atau'_ |
S bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan |
) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat1 yang :
a berkaltan dengan tugas dan fungsmya '

- ‘2) Kepala UKPBJ dan Anggota Kelompok Kexja Pemlhhan UKPBJ ‘
dilarang duduk sebaga1 :

: a) PPKom;

- b) Pejabat ,Penandatanganf’ -Surat Perintah Memﬁayaf
- (PPSPM); o S R '

c) Bendahara; dan : ’

d) Aparat Pemeriksa Intern Pemerlntah (APIP), terkecuah ‘
menjadi Pejabat Pengadaan/anggota UKPBJ untuk
Pengadaan Barang/ Jasa yang d1butuhkan mstansmya ‘

3 Tugas Kepala UKPBJ meliputi: | |
ERE a) memlmpm dan mengkoord1nas1kan seluruh keglatan‘
- UKPBJ; '
B | b) menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ
‘c) bmengawas1 seluruh kegiatan pengadaan barang/Jasa di
UKPBJ dan melaporkan - apablla ada penylmpangan i
‘dan/ atau 1nd1kasx penylmpangan v o
d) ‘membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ,
- kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati; '
' e) melaksanakan pengembangan dan pemblnaan Sumber
' Daya Manu51a UKPBJ



R

Menugaskan/ menempatkan/ memlndahkan 'anggota‘
, Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan beban kerja
vmasmg—masmg Kelornpok Kerja UKPBJ;

‘mengusulkan pemberhenhan anggota Kelompok KerJa
- Pemilihan yang d1tugaskan di UKPBJ kepada Bupati,

- apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan

b

— permhhan UKPBJ /Pokja Pengadaan mel1put1

- perundang-undangan dan/atau KKN; dan _
“melaksanakan Tender/Seleksi ulang setelah mendapatkan

persetujuan PA/ KPA.

Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ / Pejabat Pengadaan pokja

a)
b
)
»d)b

menyusun rencana pemlhhan Penyedla Barang/ J asa,

'menetapkan Dokumen Pemilihan;

menetapkan besaran nominal Jamlnan Penawaran
mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di

- website(www.lpse.karanganyarkab.go.id) = dan  papan

pengumuman  resmi  untuk  masyarakat  serta

' menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal

‘ Pengadaan Nasional; v .
“menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui =

prakual1ﬁkas1 atau pascakuahﬁkasa, o
melakukan evaluasi adrnlmstra81, teknis : dan - harga‘ o

. terhadap penawaran yang masuk; . _
',khusus untuk Kelompok Kerja Permhhan UKPBJ

(1) men]awab sanggahan,

(2) melaksanakan per31apan dan pelaksanaan pemlhhan
. Penyedia; ' :

o ~(3) melaksanakan per31apan dan pelaksanaan pemlhhan

Penyedla untuk katalog elektronik;
(4) menetapkan - pemenang pem111han /Penyedia untuk
metode pemlllhan :

(a) Tender/ PenunJukan’ Langsung untuk paket
- Pengadaan Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa '

' Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
RplOO 000 000.000, 00 (seratus m111ar ruplah) atau

’ (b) Seleksi/ Penun_]ukan - Langsung _untuk paket L

’ Pengadaan“Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak RplO 000. 000 000 OO
(sepuluh mlhar rupiah);

(5) menyampalkan hasil pemilihan dan sahnan Dokumen' ‘, _'
- Pemilihan Penyed1a Barang/ Jasa kepada PPKom; .

‘(6) menyimpan dokumen  asli pemilihan Penyedia

- Barang/Jasa;



(7} membuat laporan mehgeﬁai prbsés pehgadaén kepada
Kepala UKPBJ;

(8) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga
ahli; dan ‘

(9) Pokja  Pemilihan bcfjumlah ganjil,  minimal
beranggotakan 3 (tiga) orang dan bisa ditambah sesuai
- dengan kompleksitas pekerjaan.

j- Pejabat Pengadaan :

Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/jasa memiliki
tugas:

1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 'pengadaan _

langsung;

~ 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan
langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan
langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

" 4) melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
’ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

k. Agen Pengadaan

1) Agen pengadaan dapat melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa; : o

2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagalmana dimaksud
pada angka (1) mutatis mutandis dengan tugas pokja .
pemilihan dan/atau PPKom;

3) Pelaksanaan tugas pokja pemilihan dan/atau PPK dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- Ketentuan PPTK dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada Pasal

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

~ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

. Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
" tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

m. Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi
1) Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi bertugas melakukan

pengawasan pekerjaan/kegiatan sehari-hari di lapangan agar
pekerjaan dapat berjalan sesuai Rencana, RAB dan Bestek.



'2) Pengawasan Teknis dilakukan Oleh :

a) Penyedia J asa Manajemen Konstruksi.
b) Penyedia Jaa Pengawasan Konstruksi

- 3) Pengawasan Teknis yang dilakukan oleh Penyedia jasa -

manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud angka 2)
huruf a dilakukan pada bangunan gedung dengan kriteria :

a) klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan jumlah lantai
di atas 4 (empat) lantai dan dengan luas bangunan minimal
5000 m? untuk pembangunan baru, perluasan dan /atau
lanjutan pembangunan bangunan gedung.

b) perawatan Bangunan Gedung kecuali rumah dinas untuk
tingkat kerusakan berat dan perawatan terkait keselamatan
bangunan.

| c) Bangunan gedung klasifikasi bangunan khusus

- 4)

d) melibatkan lebih dari satu penyedia j jasa, baik perencanaan
maupun pelaksanaan konstruksi.

e) pelaksanaanya lebih dari satu tahun anggaran dengan
menggunakan kontrak tahun jamak.

yang dimaksud bangunan gedung sebagmmana dlmaksud

dalam angka 3) huruf ¢) merupakan :

a) bangunan gedung yang memiliki persyaratan khus‘us,
serta dalam perencanaan dan pelaksanaanya memerlukan
penyelesaian dan teknologi khusus.

~ b) bangunan gedung yang mempunyai tingkat kerahasiaan

S)

tinggi untuk kepentingan nasional.
c) bangunan gedung yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat di sekitarnya. |
d) bangunan gedung yang mempunyai resiko bahaya tinggi.
Kewenangan Pengawas Lapangan adalah: '

- a) mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pelaksana

6)

7)

8)

pekerjaan mematuhi Rencana RAB dan bestek yang
ditetapkan; : :

b) memberikan peringatan dan memenntahkan pelaksana
pekerjaan untuk mematuhi rencana, RAB, dan Bestek;
dan

c) menghentikan pekerjaan apabila tidak sesuai dengan

Rencana, RAB dan Bestek yang ditetapkan.

Pengawas Lapahgan berjumlah 1 (satu) orang atau lebih
disesuaikan dengan volume pekerjaan yang diawast;

Setiap 1 (satu) minggu sekali Pengawas Lapangan
kegiatan/pekerjaan harus melaporkan kemajuan fisik
kegiatan/pekerjaan yang diawasinya kepada PPK;

Pengawas Lapangan dilarang bekerja sama dengan penyedia
jasa yang mengarah pada pelanggaran bestek dan RAB
dan/atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilarang sesuai

 ketentuan peraturan perundang-undangan;



= 9) Pelanggaran terhadap ketentuan angka 5) dlkenau sanksr

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

’_10) Pengawasa.n Pekerjaan Kkonstruksi dllaksanakanv déngan _‘

ketentuan sebagau berikut :

a) ngkungan Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan
‘rakyat dapat menggunakan Jasa Konsultan Pengawas;
~dan » - : '
b) Perangkat Daerah lain dengan n11a1 pekerjaan diatas
Rp500.000.000 ,00 (hma ratus juta ruplah) juta wajib
‘menggunakan Jasa - Konsultan  Pengawas = dan

mengaloka31kan anggaran sesua1 dengan ketentuan yang |
berlaku. :

n Pe_]abat Pemeriksa Hasﬂ Pekerjaan (PJPHP) / Pan1t1a Pemeriksa |
Hasﬂ Pekerjaan (PPHP) - o

- PjPHP memiliki tugas rnemerlksa admlmstra31 hasil pekeljaan -
Pengadaan‘ Barang/Pekerjaan KonstrukSI/ Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

‘rupiah) dan jasa konsultansi yang bern11a1 paling banyak

Rp 100.000. 000,00 (seratus juta rupiah).

PPHP mem111k1 tugas memeriksa admlnlstra31 hasil peker_]aan
Barang/Pekerjaan . Konstruk31/Jasa Lainnya yang bernilai

o - paling sedikit diatas Rp200 000 000,00 {dua ratus juta rupiah)
. dan Jasa Konsultansi paling sed1k1t dlatas Rp 100 OOO 000,00

. 4)

(seratus juta ruplah)

PjPHP/PPHP d1tetapkan oleh PA / KPA ‘
PjPHP/PPHP berasal dari pegawai negeri, ba1k darl mstanSI

- sendiri maupun 1nstan31 lalnnya

Dikecualikan dari ketentuan pada angka 4) P_]PHP / anggota
PPHP pada institusi lain Pengguna APBN/APBD atau

R R Kelompok Masyarakat Pclaksana Swakelola dapat berasal dan »»

B

bukan pegawai negeri. ,
P_]PHP/ PPHP wajib memenuhl persyaratan sebaga1 berlkut

- a) vmemlhkl integritas, dlSlplll’l dan tanggung _]awab dalam

melaksanakan tugas; -

| b) memahami isi kontrak; o
) menandatangani Pakta Integrltas, dan-

. d) ‘tidak menjabat sebagal Pejabat Penandatangan Surat

~ Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

”I‘ugas PjPHP /PPHP sebagal benkut
- a) melakukan pemerlksaan administrasi has11 pckerjaan

pengadaan ‘barang/j jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak; : :

o b) ‘imenandatangam Ber1ta Acara Pemeriksaan Adm1n1stra31 }'

o hasxl Pekeljaan,



8) Ketentuan susunan PPHP sebagai berikut :

a) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang maksimal 5 (lima)
orang yang berasal dari Perangkat Daerah pemilik kegiatan
maupun Perangkat Daerah lain yang secara tugas dan
fungsi terkait dengan pekerjaan;

- b) Ketua dan Sekretaris berasal dari Perangkat Daerah
pemilik kegiatan;

c) Anggota panitia yang berasal dari Perangkat Daerah lain
sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai surat tugas
dari Kepala Perangkat Daerahnya masing-masing;

d) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c)
berdasarkan permintaan kepala Perangkat Daerah pemilik

~ kegiatan;

e} Penunjukan PPHP harus memperhatikan pemenuhan
persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 4) dan S).

' 9) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan

pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna

Jasa Konsultansi atau Tim Teknis yang bersangkutan.

- 10)PjPHP/PPHP kegiatan Konstruksi melakukan pemeriksaan

 administrasi  hasil pekerjaan, dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada PPKom dengan dilampiri Berita
Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan;

11)Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekexjaan
sebagaimana tersebut dimaksud pada angka 10) merupakan
salah satu kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan
pencairan anggaran sesuai tahapan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

' 12)Setelah menerima laporan dari PjPHP/PPHP beserta lampiran-

lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 12), PPK

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan kepada
PA/KPA setelah memastikan bahwa semua dokumen

pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah lengkap (memenuh1
‘ syarat) sesuai daftar check list terlampir.

- 13)Mutasi jabatan Personil PPHP/PjPHP tidak merubah susunan
' kepanitiaan dan tanggung jawabnya selama periode kegiatan
yang bersangkutan berlangsung. '

. Penyelenggara swakelola

1) Penyelenggara swakelola terdiri atas Tim Pcrs1apan, Tim

' Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. : »

 2) Tim Persiapan memiliki tugas menentukan sasaran, rencana

teknis kegiatan dan jadwal pelaksanaan. |

- 3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi ‘persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.



p-

Penyedia

- 1) Penyedia wajib memenuhi kuahﬁkaslb sesuai dengan

barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan :

2) Penyedia bertanggung jawab atas:

a) Pelaksanaan kontrak;

b) Kualitas barang/jasa;

¢} Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d) Ketepatan waktu penyerahan,dan

e) Ketepatan tempat penyerahan.

B. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
1. Tujuan Pengadaan.

a.

g.

h.

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya,
lokasi,dan penyediaan;

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

meningkatkan peran serta Usaha Mikro,Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah; '

meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

mendukung  pelaksanaan penelitian dan = pemanfaatan
barang/jasa hasil penelitian;

meningkatkan keikutsertaan mdustrl kreatlf
mendorong pemerataan ekonomi, dan
mendorong pengadaan berkelanjutan.

2. Kebijakan Pengadaan

a.
b.

g.

h.

i.

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan,
terbuka, dan kompetitif;

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

- Pengadaan Barang/Jasa;

mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
menggunakan teknologi 1nforma31 dan telekomunikasi, serta
transaksi elektronik;

- mendorong penggunaan barang/j Jasa dalam negeri dan Standar
Nasional Indonesia (SNI) ; '
memberikan kesempatan kepada usaha MlkI‘O, Usaha Kecﬂ dan
Usaha Menengah; '
mendorong pelaksanaan penelitian dan mdustn kreatif,dan
melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

3. Prinsip Pengadaan.

‘Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prmsxp prinsip sebagai
berikut: _




Efi81en, berartl Pengadaan Barang/Jasa harus dlusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan o
‘atau menggunakan dana - yang telah d1tetapkan untuk

mencapai hasil dan sasaran dengan kualltas yang maksunum,
Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan

N kebutuhan dan ‘sasaran yang telah- ditetapkan  serta
’ membenkan manfaat yang sebesar-besarnya, _

. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai

Pengadaan Barang/Jasa ‘bersifat jelas dan dapat diketahui

‘secara luas oleh Penyedla Barang/Jasa yang bermmat serta
- oleh masyarakat pada umumnya; '

. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat d11kut1 oleh
o semua Penyedla, Barang/Jasa - yang memenuh1 L

persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan :

- prosedur yang jelas;

Bersalng, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus dllakukan_
melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkln v

Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan,
sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara o

kompetitif dan - tidak ada intervensi yang mengganggu

~ terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
~Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang

sama bagi semua calon Penyedla Barang/Jasa dan tidak

mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu :

dengan tetap mempcrhatlkan kepentmgan nasional; dan

‘ 'Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan
- yang terkalt dengan Pengadaan Barang/Jasa sehmgga dapat

dlpertanggung] awabkan

. Etlka Pengadaan

a.

v Para plhak yang  terkait dalam pelaksanaan , Pengadaanv'
~ Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: |

melaksanakan tugas secara tertlb disertai rasa tanggung Jawab_v
untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapamya ,

“tujuan pengadan barang/ jasa; -

bekerja secara profesional, mandm dan menjaga kerahaSIaan

- informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk

mcncegah penylmpangan Pengadaan Barang/ Jasa;

_- txdak ‘saling mempengaruhx baik langsung maupun tidak L
: :langsung yang berakibat persamgan usaha tidak sehat; o
. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang” E
| dltetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis p1hak yang

~ terkait; R , . o '
menghlndan _. dan- ‘ mencegah ‘terjadinya ‘ pertentangan o

kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun
tidak langsung, yang ‘berakibat persaingan usaha tidak sehat o



| dalam Pengadaan Barang/Jasa [cohﬂiét of interest)’
Pertentangan kepentmgan plhak yang terkalt sebagalmana
dlmaksud dalam hal .

- 1) Direksi, Dewan Komlsans, atau personel inti pada suatu
~ badan usaha, merangkap sebagai  Direksi, Dewan
o Komlsans, atau personel inti pada badan usaha 1a1n yang

| menglkutl Tender/ Seleksi yang sama; v
2) Konsultan  perencana/pengawas  dalam Pekerjaan
 Konstruksi  bertindak ‘sebagai pelaksana - Pekerjaan
Konstrukm yang direncanakannya [ diawasinya, kecuali
| dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan termtegrasa, ’

3) Konsultan mana;emen konstruks1 berperan . sebagal_
- konsultan perencana,

4) }Pengurus/ manajer koperam merangkap sebagal PPKom/ :

. Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan

. Pengadaan Barang/Jasa di Kcmenterian/ Lembaga/
' Perangkat Daerah; »

5) | PPKom/ Pokja Pemlhhan/ Pejabat Pengadaan baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedia; dan/ atau’

- 6) Beberapa badan usaha yang menglkutx Tender/ Seleksi
' yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan
sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen} dikuasai oleh
| pemegang saham yang sama. .
S A menghindari dan mencegah ter_]adlnya pemborosan dan
' kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/] _]asa

g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan
atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak

~langsung meruglkan Negara dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjlkan
untuk memberi atau menerima had1ah imbalan, komisi, rabat,
‘dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau
- patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

5 PA/ KPA wajib menyusun rencana umum pengadaan, baik

s ‘pengadaan melalui Tender/ Seleksi/Penunjukan  Langsung/E-

Purchasing dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat
o _luas melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website

: Pemerintah Daerah (wwuw.lpse. karanqanuarkab go.id), dan portal
pengadaan nasional melalui UKPBJ (SIRUP).

6. ‘Pengurnuman Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan setelah

~~ rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh
. Pemenntah Daerah dan Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah



. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan kembali

dalam hal terdapat perubahan / revisi paket pengadaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-

Cora.

b.

‘kegiatan sebagai berikut :

mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan
Perangkat Daerah;

menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan kebijakan umum tentang:

‘1) pemaketan pekerjaan;
' 2) cara Pengadaan Barang/Jasa;

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; dan
4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran :

a.

PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: biaya barang/jasa itu
sendiri, biaya perencanaan, biaya pendukung dan biaya
administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan proses
pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya administrasi dapat terdiri dari:

1) biaya pengumuman pengadaan;

2) . honorarium pejabat pelaksana pengadaan m1salnya
PA/KPA, PPKom,UKPBJ/Pejabat Pengadaan, Pengawas
Lapangan PPHP/PjPHP;

3) Dbiaya survei lapangan/pasar;

4) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

' 5) Biaya ATK, makan minum rapat; dan

6) biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya
pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba.

Biaya administrasi untuk Kkegiatan/pekerjaan -yang akan

- dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun

proses pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran
berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

Prosentase biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan c di atas ditetapkan sebagai berikut :

1) Plafon anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) maksimal 6% (enam persen);

2) Plafon anggaran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

~ rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) maksimal 5% (lima persen); v




3) Plafon anggaran diatas Rp500.000.000,00 (hma ratus Juta
rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) maksimal 4% (empat persen); '

4) Plafon anggaran diatas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) maksimal 3% (tiga persen);

5) Plafon anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

| rupiah) maksimal 2% (dua persen);

10.Dalam  menyusun .!’ biaya pelaksanaan pengadaan, harus
diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya -
terjadi tender/seleksi gagal. Dan harus diperhitungkan biaya
- penggandaan dokurn:en pengadaan, karena UKPBJ dilarang dengan
alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon peserta

tender/seleksi termasuk biaya penggandaan dokumen pengadaan.

~ C. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Persiapan Pengadaan barang/ jasa melalui Swakelola

‘a.

| . e
 Persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola meliputi

sasaran, penyelenggara swakelola rencana kegxatan jadwal

- pelaksanaan, dan RAB.

Penetapan sasaran pekerjaah swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.
Penetapan penyelelznggara swakelola dilakukan sebagai berikut :

1} Tipel Penyelenggara swakelola dltetapkan oleh PA/KPA;

2) Tipe II Tim pers:apan dan tim pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA,serta| = tim  pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
swakelola; | _ '

3) Tipe III Tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh
lepman ormas pelaksana swakelola,atau

4) Tipe IV Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan
kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

. Rencana kegiétan ditetapkan  oleh PKK dengan

memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang
dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.

Tenaga Ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan

- swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%

(lima puluh pcrsen) dari jumlah anggota tim pelaksana.

Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola
sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ dituangkan dalam KAK

 Kegiatan/sub kegiatan/output.
Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok Masyarakat

dlevaluasl dan ditetapkan oleh PPK.




h. Biaya Pengadaan:

1)

2)

Biaya Pengadaaan Barang/ Jasa melalui swakelola dihitung
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola.

PA dapat mengusulkan standar biaya mas‘ukkan/ keluaran
Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara atau Bupati

2. Persiapan Pengadaan barahg/Jasa melalui penyedia meliputi
kegiatan sebagai berikut

a. Menetapkan HPS :

1)
2)

3)
4)

S)

6)
7)

HPS dihitung secara keahhan dan menggunakan data yang
dapat dipertanggungjawabkan.

HPS telah memperh1tungkan keuntungan dan biaya tidak
langsung (overhead cost).

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersxfat rahasia.

Total HPS merupakan hasil perhxtungan HPS ditambah PaJak
Pertambahan Nilai (PPN}.

HPS digunakan sebagal

‘a) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan

atau/kewajaran harga satuan;

b) dasar untuk menetapkan harga batas tertinggi penawaran
yang sah dalam Pengadaan Barang /Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; dan ' '

c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah
80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara.

Penyusunan HPS  dikecualikan untuk  Pengadaan
Barang/Jasa - dengan pagu anggaran paling banyak

 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-Purchasing, dan

Tender pekerjaan terintegrasi.

Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) han
kerja sebelum batas akhir untuk .

a) pemasukan, penawaran untuk pemilihan dengan'
~ pascakualifikasi; atau '

b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk permhhan dengan
prakualifikasi.

b. Menétapkan rancangan kontrak :

1)

Jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya terdiri atas: _

a) Lumpsum;
b) Harga Satuan;



2)

3)

Y

S)

6)

7

¢) Gabungan Lﬁmpsum dan Harga Satuan; _
d} Terima Jadi (Turnkey); dan;

e) Kontrak Payung.
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi terdiri atas:

a) Lumpsum,;
b) Waktu Penugasan; dan
c) Kontrak Payung. '

Kontrak Lumpsum merupakan kontrak dengan ruang
lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap
dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) semua risiko sepenuhnya;

b) berorientasi kepada keluaran; dan

c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran
yvang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga
satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat
perkiraan pada saat kontrak masih ditandatangani;
b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas
realisasi volume pekerjaan; dan
c) nilai akhir kontrak dltetapkan setelah seluruh peker_]aan
diselesaikan.

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan merupakan
Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam satu
pekerjaan yang dijanjikan.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan
sebagai berikut:

a) jumlah harga pasti dan tetap sampa1 seluruh pekerjaan
sclesai dilaksanakan; dan

'b) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai

- kesepakatan dalam kontrak.
Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam

‘periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat

ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada
saat kontrak dltandatanganl



8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan merupakan Kontrak
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya
belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa
dipastikan. , |

9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun
Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dapat berupa :

a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas)
bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau

b} pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila
dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)

Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga)} Tahun
Anggaran. :
10} Bentuk Kontrak
Bentuk kontrak terdiri atas:

a) bukti pémbelian/ pembayaran  digunakan  untuk
Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling
banyak Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah};

b) kwitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa
* lainnya dengan nilai diatas Rp10.000.000,00 {sepuluh
juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 ( dua puluh
| juta rupiahj; |

¢) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan
- Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan
nilai paling banyak Rp200.000.000,00 {dua ratus juta
: ;l:llpi’ah)’ .dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan
nl1 ;ilaé);lhng banyak Rp200.000.000,00 ’(d_l;a ratus juta

d} surat perjanjian  digunakan = unt
Bax:ang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainlzlll;fa d:xj ngada}arf
pah.ng sedikit di atas Rp200.000.000.00 (du o I‘ulal
rupiah) dan untuk pengadaan ; : ) r?tus Juta

Pl : uk pe Jjasa konsultansi d

nilai paling sedikit dj atas Rpl00 o dengan
juta rupiah); p100.000.000,00 (seratus
e} Surat Pesanan digunakan un

. tuk pe; '
melalu_; E-purchasing atau pen - Pengadaan barang Jiasa

mbelian melalyj t .
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; ! tolko daring




d.

teknis/KAK dlcantumkan dalam dokumen spesifikasi

- teknis/KAK. .

Pemberian uang muka

1)

2)

_3)

2)

3)

4)

Uang muka dapat dlberlkan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan.

Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari mla1 kontrak
untuk usaha kecil; ,

b) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak
untuk usaha non-kecil dan ‘penyedia j _]asa Konsultansi ;
atau '

c) paling tinggi 15% (lima bclas persen) dan nilai kontrak
untuk kontrak tahun jamak. :

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan
kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan. '

Jaminan Pengadaan barang /J asa
)

Jaminan pengadaan barang /jasa terdiri atas:

a) Jaminan Penawaran ; v
b) Jaminan Sanggah banding ;
c¢) Jaminan Pelaksanaan;

d) Jaminan Uang Muka; dan
e) Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan Penawaran

a) Jaminan penawéran diberlakukan untuk nilai total
HPS paling - sedikit di atas Rpl0.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah); -

b) Jaminan penawaran besarriya antara 1% (satu persen)
hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.

c) Untuk pekerjaan Kkonstruksi terintegrasi, jaminan
penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hmgga 3%
(tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Jaminan Sanggah Banding |

a) Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen)
dari nilai Pagu Anggaran.

b) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan
Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai
Pagu Anggaran.

Jaminan Pelaksanaan

a) Jaminan pelaksanaan dxberlakukan untuk kontrak
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah). '



b) Jamman pelaksanaan tidak dlperlukan dalam hal
’Pengadaan Jasa lainnya yang aset penyedla sudah
dikuasai oleh pengguna atau Pengadaan barang/_]asa
‘melalui E-purchasing.

. c) Besarnya rulaJ Jamman pelaksanaan -adalah sebagal
berikut : : o '

(1) Untuk nilai penawaran terkorek81 antara 80%' '.

~ (delapan puluh persen) sampai dengan | 100%

(seratus = persen) dari nilai HPS, Jaminan

- Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
‘kontrak; atau : S

- (2) Untuk nilai penawaran terkoreks1 dlbawah 80%

. (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan a

pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
total HPS. ' o : '

d) Besarnya nilai 3am1nan pelaksanaan untuk. peker_]aan ,
ter1ntegra31 adalah sebagal berikut : o

(1) Untuk n11a1 penawaran antara 80% (delapan puluh .
R persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari - :
nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar

- 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau - _
(2) Untuk nilai penawaran ‘dibawah 80% (delapan
- puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan

3 ‘Pelaksanaan sebesar 5% (llma persen) dan nllai

, 'Pagu Anggaran. '

- €) Jamman pelaksanaan berlaku sampai dengan serah
~ terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau
serah terima pertama Pekerjaan Konstmk51 -

5) Jaminan Uang Muka

 a) Jaminan uang muka dlserahkan penycdla kepada v
- PPKom senilai uang muka. :

b) Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dlkurangl o
‘secara proporsmnal sesual dengan sisa uang rnuka yang h

' dlterlma ‘ .

6) J aminan Pemehharaan

a) Jarmnan pemehharaan dlberlakukan untuk pekerjaan :
 konstruksi atau jasa lalnnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uanvg' N
retensi pada serah terima peker_]aan pertama (Provtslonalv
Hand Owver). ’ o o

b) Jaminan pemeliharaan d1kemba11kan 14 (empat belas) :
hari kerja setelah masa pemehharaan selesai. o

) Besarnya nilai jaminan pemehharaan sebesar 5% (hma “ o

persen] dar1 mla1 kontrak.



7) Jaminan penawaran dan jaminan sanggah Bandihg hanya
untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

8) Jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond.
9) Bentuk jaminan bersifat: ‘

a) tidak bersyarat;

b) mudah dicairkan; dan

c) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14
- (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan
dari pokja pemilihan/PKK/pihak yang diberi kuasa oleh
pokja pemilihan/PKK diterima.

10) Pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan' jaminan
penawaran,jaminan sanggah ~ Banding, =~ Jaminan
Pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan. ’

11)Jamman dari Bank Umum, perusahaan jaminan,
Perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia dapat
- digunakan untuk semua jenis jaminan.

12) Perusahaan penjaminan, perusahaan Asuransi, dan
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan dibidang lembaga

| pembiayaan ekspor Indonesia adalah perusahaan penerbit
jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk
suretyship di otoritas Jasa Keuangan.

Sertifikat Garansi

1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan
barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak. |

2) Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak

' yang ditunjuk secara sah oleh produsen. :

. ’Penyesualan harga

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut: '
1) diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis
kontrak Harga Satuan atau kontrak berdasarkan waktu
penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang
telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau
perubahan dokumen pemilihan; dan ‘
2) tata cara perhitungan penyesuaian harga harus
| dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

Persyaratan dan tata cara perhitungan penyesuaian harga
- terdiri atas:



1) "penyesualan harga dlberlakukan pada kontrak Tahun
- Jamak yang masa pelaksanaannya lebih. dar1 18 (delapan*”
- belas) bulan;
2) penyesuaian harga d1berIakukan d1mula1 bulan ke-13 (tlga
~ belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
3) penyesuaian harga satuan berlaku ‘bagi seluruh
keglatan/ mata  pembayaran, = kecuali komponen
- keuntungan, blaya tidak langsung (overhead cost),dan
) harga satuan tlmpang sebagalmana tercantum dalam
D .penawaran, . S - : _
~'4) penyesuaian harga satuan d1berlakukan sesuai dengan ',
o ~jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak o
5) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang,
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesualan
, . harga dari negara asal barang tersebut;.
‘6) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagalﬂ
- akibat adanya adendum kontra_k  dapat diberikan
‘penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
A ~ addendum kontrak tersebut ditandatangani; dan =
~~7) indeks harga yang digunakan dalam hal - pelaksanaan
~ kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia
~adalah indeks terendah antara Jadwal kontrak dan rea11sa31
pekeljaan : : -

g Mctode Pemlhhan Penyedla

' 1) Metode pemlhhan penyedia Barang/ Peketjaan / Konstruks1
~ /Jasa lainnya terdiri atas :

 a) E-purchasing, dllaksanakan untuk barang/ pekerjaan/ -

- konstruksi/jasa lamnya yang sudah tercantum dalam )

~ katalog elektronik; v - v
" b) Pengadaan Langsung, : dﬂaksanakan-  untuk

o barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai =

- paling banyak szoo 000.000,00 (dua ratus juta

~ rupiah); | R -

¢) Penunjukan Langsung, ' dllaksanakan untuk
barang/pekerjaan konstruksu/ jasa llainnya' ‘ "dalam .

v keadaan tertentu mehputl o : : ,

(1) penyelenggaraan penyiapan keglatan yang mendadakv

~ untuk menindaklanjuti komitmen mternasmnal yang» ‘

, dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; _

(2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentmgan'

Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi,
pengamanan Presiden dan Wakil,mantan Presiden

‘dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya
serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala"v
pemerintah, atau barang/jasa lain bersifat rahasia
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
: undangan ' ’ ’ o



d)

(3) pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan
‘satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan
tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan
yang secara = keseluruhan tidak dapat

direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

(4) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha
yang mampu;

(5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk
yang meliputi Urea, NPK dan ZA kepada petani dalam
rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk
secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan;

(6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
lingkungan perumahan _bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang yang bersangkutan;

(7) barang/pekerjaan konstruksi/j Jasa lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat

izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang
- menjadi pemegang tender untuk mendapatkan izin
dari pemerintah; atau :

(8) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
setelah  dilakukan Tender Ulang mengalami
kegagalan.

Tender cepat dilaksanakan dalam hal

(1) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat
ditentukan secara rinci; dan

(2) Pelaku wusaha telah terkualifikasi dalam sistem
informasi kinerja penyedia.

e) Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat

menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana
dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d).

h Mctode Evaluasi Penawaran

1) Metode evaluasi penawaran penyedxa barang/ pekexjaan
konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:

a)

b)

Sistem nilai, Metode evaluasi sistem ini digunakan
untuk pengadaan barang/ pekerjaan . konstruksi/jasa
lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan
harga. -

Penilaian biaya selama umur ekonomis, digunakan
untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis,
harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai
sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.



¢ —————— rar—

rga  terendah, digunakan [gntuk - pengadaan

c)
rang/pekerjaan konstruksi/jasa ,lainnya dalam hal
rga menjadi dasar penetapan pymenang di antara
nawaran yang memenuhi persyar;.an teknis.
~ i. Metode enyampaian Dokumen Penawaranp,
1) Metfle penyampaian dokumen peenawaran  dalam
penflihan penyedia Barang/pekerjqﬂn konstruk31/_]asa
lainflya dilakukan dengan: n
a) (satu) file, diguhakan- untuk engadaan barang/
kerjaan konstruksi/jasa lainnya,yang menggunakan
tode evaluasi harga terendah.

b) (dua) file, digunakan untuk y engadaan Barang/

‘ kerjaan konstruksi/jasa launny‘)f yang memcrlukan
nilaian teknis terlebih dahulu.

¢) § (dua) tahap, digunakan untuk,’engadaan Barang/

rakteristik sebagm berikut: ks

)spesxﬁkam tekmsnya belum blS( 1 ditentukan dengan
pasti;

) mempunyai beberapa alternatij;penggunaan sistem
dan desain penerapan teknologi ang berbeda;

) dimungkinkan  perubahan (Espesiﬁkasi teknis
berdasarkan Kklarifikasi pena raran teknis yang
diajukan; dan/atau ’

) membutuhkan penyetaraan tekr(és.

2) Mejgpde Pemilihan Penyédia Jasa Konsgltansi terdiri atas:

eleksi, dllaksanakan untuk jasag konsultansi bernilai
aling sedikit di atas Rp100. OOOF)OO 00 (seratus juta
piah); ’

engadaan langsung, dilaksar kan untuk Jasa
onsultansi yang bernilai sampai jengan paling banyak
p100.000.000,00 {seratus juta ru Piah);

enunjukan langsung, dilaksan: £an dalam keadaan
ertentu meliputi : t

1) jasa konsultansi yang hanya d (pat dllakukan oleh 1
(satu) pelaku usaha yang mamj 1;

2) jasa konsultansi yang hanya d jakukan ‘oleh 1 (satu)
pemegang hak cipta yang telal terdaftar atau pihak
‘yang telah mendapat izin peme ang hak cipta;

3) jasa konsultansi di bidar hukum mehpun
konsultasi hukum/advokasi a pengadaan arbiter
yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi gugatan dan/atat pembelaannya harus
segera dan tidak dapat ditunde )

kerjaan konstruksi/jasa Lamb(ya ‘yang memiliki.

it ey e

e
~

B

o

P TR

e e



(4) permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia
jasa konsultansi yang sama; atau '

(5) dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk
penyedia jasa konsultansi, diberikan batasan paling
banyak 2 (dua) kali.

Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi

Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi

- dilakukan dengan :

1) Kualitas dan Biaya, dlgunakan untuk peker_]aan yang ruang
lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu
penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam-
KAK. :

~ 2) Kualitas, digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup
- pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian
pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK
atau untuk pekerjaan penyedia_ jasa konsultansi

- perorangan. :

3) Pagu Anggaran, dlgunakan untuk ruang. lmgkup pekeljaan
sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK
- dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.

4) Biaya Terendah, digunakan untuk pvek‘exjaan standar atau
bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan
pekerjaannya sudah mapan. :

. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada pemilihan
penyedia jasa konsultansi:

1) Metode satu ﬁle, digunakan untuk menyampaikan dokumen
penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi

 melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung ;

 2) Metode dua file, digunakan untuk menyampaikan dokumen

penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi
melalui seleksi. -

Kualifikasi

1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan
usaha, dan penumbuhan persyaratan sebagai penyedia;

2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau

prakualifikasi;
3) Pascakualifikasi dllakukan pada pelaksanaan pemlhhanv

sebagai berikut:

a) tender Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lamnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks,

atau
b) seleksi jasa konsultansi perorangan.



4) Kualifikasi pada pascakualifikasi 'svebagairnana dimaksud
pada angka 3). dilakukan bersama dengan pelaksanaan

- evaluasi penawaran dengan menggunakan metode 31stem

~ gugur. ’ v ,

5) Pralma11ﬁka31 dﬂaksanakan pada pelaksanaan pemlhhan'

sebagai berikut : ' |

a) tender Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksu / Jasa
Lamnya untuk pengadaan yang bers1fat kompleks,

o b) seleksi Jasa Kons_ultans; Badan Usaha, dan

< 'pe'nunjvuk»an langsung pengadaé._’ri Barang/ Pekerjaan
konstruksi/jasa ~ konsultansi - badan usaha/jasa
- konsultansi perorangan/jasa lamnya '

6) ’Kuahﬁka& pada pralmahﬁkam sebagalmana dlmaksud pada
- angka 5) dilakukan sebelum pemasukan penavvaran dengan
menggunakan metode: : |

} va) sistem - gugur untuk penyedla Barang/ pekerjaein f
konstruksx/ jasa Lamnya atau S R

.b) sistem pembobotan dengan ambang batas . untukv
penyedla jasa konsultan51 o : :

C 7) "Hasﬂ prakualifikasi menghasﬂkan

" a) daftar peserta Tender Pengadaan Barang/peker‘]aan” -
- konstruksi/jasa Lainnya; atau

_' b) daftar pendek peserta seleksi j Jasa konsultan31

8) Dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam smtem'.f .‘ )
-informasi kinerja penyedla, »tldak dlperlukan pembuktlan
-kuahﬁkas: :

9) Pok_]a pemlhhan dilarang menambah persyaratan kuahﬁkam )
yang dlskrlmmatlf dan tidak Ob_]ektlf : o

: 10) Pengadaan Barang/ jasa  yang ‘bersifat kompléksbb

sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a) adalah

Pengadaan Barang/ pekerjaan konstruksi/jasa - Lainnya
yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, .-

menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau
sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara

| memenuh1 kebutuhan dan tujuan pengadaan Barang/Jasa.

| m. Jadwal pemlhhan untuk setiap tahap ditetapkan berdasarkan -
v alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan dan peserta
pemlhhan sesuai dengan kompleksitas peker_]aan

- n Dokumen pemilihan terdm atas. :

1) Dokumen Kualifikasi; dan : v
- 2) Dokumen Tender/ Selek31/ PenunJukan Langsung Pengadaan

Langsung.



o Prosedur/Tata Cara Pengajuan Persetujuan Penambahan

Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Teknis
Penawaran pada Layanan Jasa Konstruk31 sebaga1 berlkut |

1)

Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang
ditunjuk menandatangani Persetujuan " Penambahan
Persyaratan Kualifikasi Penyedla dan Pcrsyaratan Teknis
Penawaran pada Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan
atau Pekerjaan ‘Konstruksi Kabupaten Karanganyar yang

S bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2

3)

(APBD) Kabupaten Karanganyar’ adalah Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi urusan Jasa Konstruksi yaitu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
lepman Tinggi Pratama pada Pemcrmtah ‘Daerah yang:

- ditunjuk “menandatangani Persetujuan_ Penambahan -

Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Teknis

‘ Penawaran pada Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan |
~atau Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Karanganyar yang
. bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Karanganyar adalah Pimpinan Tinggi

Pratama = yang  merupakan = unsur = pengawas

penyelenggaraan Pemcrmtah Daerah ya1tu Inspektur

- Daerah;

Usulan PersetUJuan Penambahan Persyaratan Kuahﬁkasxf n

Penyedia dan Persyaratan Teknis Penawaran pada Layanan - “

Jasa Konsultansi Konstruks1 dan/atau  Pekerjaan

) Konstruksi ~ Kabupaten - Karanganyar ~ dimaksud

 4)‘

5

. '6)

| _dltandatangam oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kegiatan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) pada -
Organisasi Perangkat Daerah, berisi tentang: -

a) justifikasi tekms penambahan persyaratan kuallﬁkas; =
penyedia; dan/atau ’ |
b) Justlﬁka31 tekms penambahan persyaratan penawaran
 teknis; : : : : s
Usulan persetujuan penambahan persyaratan sebagalmana ]
dimaksud huruf ¢, ditujukan pada Kepala Dmas Pekerjaan'
Umum dan Perumahan Rakyat; ‘ 3
Persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan B
Perumahan Rakyat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak  surat ~diterima dan “memenuhi persyaratan

sebagmmana dlrnaksud pada hurufc;

Apabila tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala D1nas 3

‘Pekerjaan - Umum -dan Perumahan Rakyat, - ‘maka

penambahan persyaratan yang d1maksud dmyatakan tidak

. memenuhi syarat teknis;
7)

Dalam hal telah mendapatkan surat persetujuan dan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 Pejabat 'Pembuat Komitmen . (PPK) - mengqsulkan -
»persetujuan kepada Inspektur Daerah L U



| 8) 'Persetujuan dar1 Inspektur Daerah palmg Iambat 7 (tu_]uh) :
hari kerja sejak surat diterima dan memenuh1 persyaratan
sebagalmana dimaksud pada hurufc; S

' 9) Apabila tidak mendapatkan persetujuan “dari Inspektur.
- Daerah, maka penambahan persyaratan yang dlmaksud’
dmyatakan tidak memenuhi syarat;

10) Setelah  mendapatkan = persetujuan penambahan
: persyaratan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Inspektur Daerah maka Pe_]abat, .

 Pembuat Kom1tmen (PPK) wajib menyampaikan hasil
. persetujuan kepada ‘Kepala UKPBJ Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa dan disampaikan melalu1 aphkam Sistem

o Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); -

- 11) Kepala UKPBJ Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda
Kabupaten Karanganyar wajib menyampalkan persetujuan
penambahan persyaratan dimaksud pada Kelompok Kerja
(Pokja) Pemilihan untuk ditindaklanjuti sesua.1 dengan
ketentuan Peraturan Perundang—undangan ' |

12) Pengajuan permohonan penarnbahan syarat hanya untuk
satu paket pengadaan pekerjaan Jasa konstruksi yang
dlajukan dan tidak berlaku bag1 bplaket pengadaan -
pekerjaan Jasa konstruksx Iamnya . o =

E PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI SWAKELOLA
o 1. Pelaksanaan Swakelola ' ' '

a. Pelaksanaan swakelola t1pe I dllakukan dengan ketentuan
5 ,sebagal berikut: ' S

1) PA/KPA dapat . meﬁggunakah pegawai Kementenan /

- Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan /atau tenaga ahh

- 2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% {hma‘
puluh persen) dari Jumlah tim pelaksana; dan

3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa melalm,v ‘
penyedia, dllaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan o
o Bupat1 ini. B , ’ o
| ; "Ab. Pelaksanaan swakelola tlpe 1I dllakukan dengan ketentuanf o
oo sebagalberlkut A A | o

1) PA/KPA ‘melakuken' kesepakatan kerJa ‘sama dengan_ .
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksanaan»

' swakelola, dan : : :

| 2) PPKom menandatangam - kontrak- dengan Ketua T1rn |
Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerJa sama
sebagalmana dimaksud pada angka 1). :

- c. Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak
PPKom dengan plmpman ormas.



d. Pelaksanaan swakelola tipe IV dllakukan berdasarkan kontrak
PPKom dengan pimpinan kelompok Masyarakat. '

e. Untuk pelaksanaan swakelola tipe II, tipe III dan tipe IV, nilai
pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

2. Pembayaran Swakelola:

. Pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan
~ peraturan perundang-undangan

3. :, Pengawasan dan Pertanggungjawaban swakelola

~a. Tim pelaksana melaporkah kemajuan pelaksanaan swakelola
~ dan penggunaan keuangan kepada PPKom secara berkala.

~b. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada
‘ PPKom dengan berita acara serah terima.

"¢. Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara
berkala. |

4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola
- berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengadaan
. Swakelola. :

F. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA |

Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi mengacu Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

1. Pelaksanaan pemilihan penyedia
. a. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi

1) Pelaksanaan kualifikasi; _
2) Pengumuman dan/atau undangan;
3) Pendaftaran dan pengembaliah dokumen pemilihan;
4) Pemberian penjelasan;
5) Penyampaian dokumen penawaran;
6) Evaluasi dokumen penawaran;
7) Penetapan dan pengumuman pemenang; dan

- 8) Sanggah. | " |

~ b. Selain ketentuan sebagaimana dlmaksud pada angka 1) untuk
 pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan

tahapan sanggah banding;

 ¢. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1)
untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan

negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa
sanggah selesai; ’



d. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) peserta telah terkuahﬁkam dalam sistem informasi kinerja
‘ penyedia; v ’
2) peserta hanya memasukan penawaran harga; .
3) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
4) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran
terendah.

e. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa
yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau
strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau
Bupati;

f. Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan

mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang d1p111h dengan
disertai neg081a51 ‘teknis maupun harga;

'g. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:

1) pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk
pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti
pembelian atau kuitansi; atau

2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi

serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha
untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

3) Standar Dokumen Pengadaan langsung mengacu

' Keputusan Deputi Bidang Pengembangan strategi dan
Kebijakan LKPP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar
Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan langsung untuk
Pengadaan Baang/jasa lainnya/Jasa Konsultasi.

h. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

i, Untuk barang/jasa ‘yang kontraknya harus ditandatangani
' pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

1) penetapan Pagu Anggaran K/L; atau v
2) persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

j- Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i
dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui

aplikasi SIRUP;

" k. Penawaran harga dapat dllalmkan dengan metode penawaran
harga secara berulang (E-reverse Auction).

2. Tender/Seleksi Gagal |
a. Prakualifikasi gagal dalam hal:

1) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta
yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

2) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3
(tiga) peserta.



b Tender/ selekm gagal dalam hal

1) terdapat kesalahan dalam proses evalua:n,

 2) tidak ada' peserta yang menyampa1kan dokumen' o

o penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan
3) " tidak ada peserta yang lulus evalua31 penawaran;

- 4) dltemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak
sesuai dcngan ketentuan dalam Peramran Bupati ini;

5) seluruh peserta terlibat korup51, ‘kolusi dan nepousme
KRN o
. 6) seluruh peserta terlibat persamgan usaha tidak sehat;

~7) seluruh penawaran harga Tender/ Pengadaan Barang/
pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya diatas HPS;

| 8) ‘negosiasi biaya pada seleksi tidak ‘tercapai; dan/atau
9)  KKN mehbatkan pokja permhhan/ PPK.
c. Prakuahﬁkas1 gagal dan Tender / Selek81 gagal dmyatakan oleh
pokja pem111han, . .

| ':d.‘_bTender/ seleksi gagal sebagalmana dlmaksud pada huruf b
- angka9 dlnyatakan oleh PA/ KPA;

e 'deak lanjut dari prakual1ﬁka31 gagal PokJa Pemlhhan segera
~ melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan :
1 :_b -';-1)’ setelah prakuahfikam ulang jumlah peserta yang lulus 2 |
e (dua) peserta, proses tender/ selek81 dilanjutkan; atau
- 2) setelah prakuahﬁkas1 ulang jumlah peserta yang lulus 1» 
- (satu) peserta ‘dilanjutkan. dengan proses penunjukan '
: . » langsung .
f. Tindak lanjut dari Tender/ Selek31 gagal PokJa Pemilihan
 segera melakukan |
) evaluas1 penawaran ulang, -
2 penyampa1an penawaran ulang, atau
) 3) Tender/Selek31 ulang

~ g. Evaluasi penawaran ulang dllakukan dalam hal ditemukan
kesalahan evaluasi penawaran; : ’

h. Penyampaian penawaran ulang dllakukan untuk Tender/v

~ seleksi gagal sebagalmana dlmaksud pada huruf b angka 4: |
- 'dan  angka 8; ’ :

i Tender/ Seleksi ulang sebagalmana dlmaksud pada huruf f
angka 3), dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagalmana o

 dimaksud pada huruf b angka 2}, angka 3) angka 5),‘
~ angka 6), angka 7) dan angka 9). : _
j. Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal Pokja Pemilihan
dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan'
- Langsung dengan kriteria: | | |

1) kebutuhan tidak dapat d1tunda dan )
' 2) tldak cukup waktu untuk melaksanakan ’I‘ender/ Selek31



: Pélaksanéari Kontrak: -
S a. Pelaksanaan Kontrak terdm atas

o ‘1)‘ v Penetapan Surat Penunjukan Penyedla Barang/Jasa
_’ (SPPBJ); - _ -
2) Penandatanganan Kontrak;
o 3) Pemberian uanﬁg mﬁka; B
-4 Pembayaran prestasi pekerjaan, .
. 5) Perubahan Kontrak;
() Penyesualan harga, v
7) Penghentlan Kontrak atau Berakhlrnya Kontrak
 8) Pemutusan Kontrak; A
~ 9) Serah Terima Hasil Pekerjaan / keglatan dan /atau
10 Penanganan Keadaan Kahar. o
' b. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjlan atau
- menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum
tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran
belanja yang dapat mengaklbatkan dilampauinya batas - -
- anggaran belanja yang tersedla untuk keglatan yang d1b1aya1 '
. APBN/APBD. - v o : :
.o Penetapan Surat Penunjukan Penyed1a Barang / Jasa (SPPBJ)

Pejabat Penandatangan kontrak - sebelum ‘menetapkan SPPBJ

melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja
~ Pemilihan / PeJabat Pengadaan untuk memastikan : . ’ ,
',%"'a.b bahwa  proses pemilihan Penyedla sudah dllaksanakan} -
- berdasarkan prosedur yang dltetapkan _ . ’
b, bahwa pemenang pem111han / calon Penyedla mermhkr
kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Berdasarkan hasil
reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk
'~ menerima atau menolak hasil pemlhhan Penyedla tersebut
. Waktu Penerbitan SPPBJ S :

' Dalam hal tender / selekSI dllakukan mendahulm tahuri

b' anggaran, SPPBJ dapat d1terb1tkan sctelah persetujuan Rencana
v Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat
' Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang—undangan
. Pembayaran Prestasi Pekerjaan ‘ : :
o a. Pembayaran prestas1 pekerjaan diberikan kepada Penyedla'- E

setelah dtkurangl angsuran pengembahan uang muka, retensx, S

o dan denda.
b. Retensi sebesar 5% (hma persen) dlgunakan sebagai Jarmnan_ '
. Pemeliharaan . Pekerjaan Konstruk31 atau  Jaminan
Pemehharaan Jasa Lalnnya yang membutuhkan masa
: pernehharaan o : - SRR
‘c. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebaglan pekerjaan kepada |
~ subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi
- bukti pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan |
 realisasi pekerjaannya o ’ o



d.

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dlbenkan dalam bentuk:

1) pembayaran bulanan; :

2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan
/ termin; atau

3) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian
pekerjaan.

Pengaturan mengenai dana transfer dari pusat maupun

provinsi mengacu ketentuan dari Juknis /Ketentuan dari
Pusat/Provinsi.

Pembayaran dapat dllakukan sebelum prestasi pekerjaan

~untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya

dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa

- diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas

pembayaran yang akan dilakukan.

Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau
bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah
dicantumkan dalam Kontrak.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan

~dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

7. Perubahan Kontrak

a.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi

teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPKom
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang

meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang “tercantum
dalam Kontrak;

'2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan

Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan '
nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%

- (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak

awal.

8 Keadaan Kahar

‘a.

b.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat

dihentikan.

Dalam hal pelaksana dan Kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan kontrak. '

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan
keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.



d.

Tindak Ianjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam
Kontrak.

9. Penyelesaian Kontrak

a.

‘Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
‘masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPKom menilai
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPKom
memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan. .

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan

- pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan
Jaminan Pelaksanaan. : =

10. Serah Terima Hasil Pekerjaan

a.

b

C.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan
ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan
permohonan secara tertulis kepada PPKom untuk serah terima
barang/jasa.

PPKom melakukan pemenksaan terhadap barang/ jasa yang
diserahkan.

PPKom dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima.

11. Penyerahan Barang dan jasa

a.
b.

C'

PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.

PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/ jasa yang akan
diserahterimakan. | |

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara

G. PENGADAAN KHUSUS

1.

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan
Darurat

a’

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara
Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri
yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan
segera.
Keadaan darurat meliputi:
1) bencana alam, bencana non aJam, dan/ atau bencana sosial;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; v
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik;
4) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial,
- perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri,
dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang
memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan
~ ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau



5) pemberian bantuan kemanusxaan kepada negara lam yang
terkena bencana.

c. Penetapan keadaan darurat dilakukan' 'sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan
transisi darurat ke pemulihan.

e. Untuk penanganan keadaan darurat, PPKom menunjuk
- Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai
mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan

- Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

- f. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan
~ penggunaan Konstruksi permanen, dalam hal penyerahan

pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan
 darurat. '

g. Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan
konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati
masa keadaan darurat '

Penelitian
a. Penelitian dilakukan oleh:
1} PA/ KPA pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara penelitian; dan
2) pelaksana penelitian.
b. Penyelenggara penelitian memiliki kewenangan:
| 1) menetapkan rencana strategis penehtlan yang mengacu
- pada arah pengembangan penelitian nasional;

2) menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu
pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk
mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan
pembangunan nasional; dan

3) melakukan penjaminan mutu pelaksahaan penelitian.
c. Pelaksana penelitian meliputi: |
1) Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur
Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; ’
2) Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- 3) Perguruan Tinggi;
4) Ormas; dan/atau
5) BadanUsaha o S -
d. Pelaksana penelltlan ditetapkan  berdasarkan  hasil
kompetisi atau penugasan. ' ' o
e. Kompetisi dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.

f. Penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk
penelitian yang bersifat khusus. '



Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau
fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)
penyelenggara penelltlan

. Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1
(satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran

Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara
bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.

Pembayaran dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai
ketentuan dalam kontrak penelitian.

Ketentuan Ilebih lanjut mengenai penelitian mengikuti
pengaturan  yang diterbitkan oleh menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemermtahan di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi.

H. USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN
BERKELANJUTAN

1. Peran Serta Usaha Kecil

a.
b.

Usaha kecil terdm atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperluas peran
serta usaha kecil.

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-
banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan usaha yang schat, kesatuan
sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruk31/Jasa
Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi
usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut.
kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
memperluas peran serta usaha kecil dengan‘ mencantumkan
barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.

Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat
melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam
bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama
lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di
bidang yang bersangkutan. '

2. Penggunaan Produk Dalam Negeri

a.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan
produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan
perekayasaan nasional. '

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika

terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot '
Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh
persen).



- a.

Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud péda
ayat (2) dilakukan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf ()

dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan
Dokumen Pemilihan.

Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

1) barang tersebut belum dapat d1produks1 di dalam negeri;
atau

2) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi

kebutuhan

- LKPP dan/atau Kementenan/ Lembaga/Pemerintah Daerah
‘memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam.
katalog elektronik.

.. Preferensi Harga

Preferensi harga merupakan 1nsent1f bagi produk dalam negeri
pada pemilihan Penyedla berupa kelebihan harga yang dapat
diterima.

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang bernilai paling sedikit di atas Rpl 000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Preferensi harga diberikan terhadap barang/j Jasa yang

- memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua
puluh lima persen).

Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dlkerjakan
oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma
lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan
‘usaha asing. ' ’

~ Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga

penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis.

Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah
Hasil Evaluasi Akhir (HEA).

HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 - KP) x HP dengan:

KP = TKDN x preferensi tertinggi

KP adalah Koefisien Preferensi

HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA
terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar
ditetapkan sebagai pemenang. '

‘4. Pengadaan Berkelanjutan

a.

Pengadaan Barang/Jasa dllaksanakan dengan memperhatlkan v
aspek berkelanjutan. - .



'Aspek berkelanjutan sebagalmana d1maksud pada huruf a
- terdiri atas: . ' '

1) aspek ekonom1 mehputl b1aya produks1 barang/ jasa

. sepanjang usia barang/jasa tersebut; ' :

2) aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecﬂ jaminan

- kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komumtas/usaha
lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan

| 3) aspek lingkungan h1dup meliputi pengurangan dampak

negatif terhadap kesehatan,  kualitas udara, kualitas
~tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam
” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan o

o Pcngadaan Berkelan_]utan dllaksanakan oleh: N
: 1) PA/KPA dalam merencanaka.n dan menganggarkan

o Pengadaan Barang/Jasa,

_2)-_  PPKom dalam menyusun spe31ﬁkas1 tekms/ KAK dan

- rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan

3) Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan'
dalam menyusun Dokumen Pemlhhan , :

- ‘~I.‘ | PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK

1 Pengadaan Barang / J asa ‘Secara Elektromk

. Penyclenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dllakukan secara:' :
~ elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atasf'v ) S

Sistem Pengadaan Secara Elektronlk (SPSE) dan sistem

' pendukung _ _
- LKPP mengembangkan SPSE dan 81stem pendukung

. Wajib menggunakan SPSE untuk semua pengadaan 1angsung,
“pemilihan langsung maupun penunjukan langsung dan

menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 pada pilihan layanan

“non tender dan layanan non tender dan layanan non'
‘transaksional. = e S

2 E—marketplace :

a.

" Pengadaan Barahg/JaSa' 'séCa_i'a', | }elek‘c»ro'ni‘:k - dengban‘v ‘
| 'memanfaatkan E-marketplace R B |

'E-marketplace " Pengadaan = Barang/ Jasa  menyediakan = -
" infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi

Kementerian/ Lembaga/ Pemermtah Daerah dan Penyedla"

 berupa: ,
1) Katalog Elektromk

B 2) Toko Danng, dan

' 3) Pemlllhan Penyed1a

LKPP mempunyal kewenangan untuk rnengembangkan,

-membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E
_ E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa. | |



Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E—marketpldce

- Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan

UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.

| Dalam rangka pengembangan E-marketplace, LKPP menyusun
dan menetapkan peta jalan pengembangan E-marketplace
Pengadaan Barang/Jasa.

3. Ruang lingkup SPSE

. ao

Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
1) Perencanaan Pengadaan;
2) Persiapan Pengadaan;
3) Pemilihan Penyedia;
4) Pelaksanaan Kontrak;
5) Serah Terima Pekerjaan;
-6) Pengelolaan Penyedia; dan
7) Katalog Elektronik.

SPSE memiliki interkoneksi dengan sistem informasi
perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset,
dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.

Sistem pendukung SPSE meliputi:

1) Portal Pengadaan Nasional; .

2) Pengelolaan Sumber Daya  Manusia  Pengadaan

Barang/Jasa; : , '

3) Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan
~ hukum; :

4) Pengelolaan peran serta masyarakat;

5) Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan

6) Momtonng dan Evaluasi.

4 Katalog elektronik

a.

b.

Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional,
katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.

Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a)
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri
hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya
terkait barang/jasa.

Pemilihan produk yang dlcantumkan dalam katalog elektronik

dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah

atau LKPP.
Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:

1) Tender; atau

2) Negosiasi. :
Ketentuan lebih lanjut mengena1 pengelolaan katalog elektromk
diatur dengan Peraturan chala Lembaga.

5 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

a.v

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan
fungsi layanan pengadaan secara elektronik.



b Fungsn layanan pengadaan secara elektromk meliputi:

1) pengelolaan  seluruh  sis
tem  informasi P
Barang/Jasa dan infrastrukturnya; . engadaan

2} pelaksanaan registrasi dan verifi
ikasi - pen
sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa?dalglguna seluruh

3) pengembangan sistem informasi vang d
ibutuhk
pemangku kepentingan. yene sian cleh

c. LKPP menetapkan standar layanan, ka
, kapasitas, dan k
informasi SPSE dan 31stem pendukung. Temanan

d. LKPP melakukan pembmaan dan pengawasan layanan
pengadaan secara elektronik.

~e. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan
secara elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

6. Semua penyedia baik Tender, Pengadaan Langsung maupun
Penunjukan Langsung menggunakan SPSE versi 4.3 pada pilihan
Non Tender dan layanan Non Transaksional. Pengadaan Langsung
wajib dicatatkan dalam SPSE versi 4.3 plhhan non tender dan

. layanan Transaksional.

7. Sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dikecualikan
darl ketentuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum,;

b, Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif
~ yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan

v praktek bisnis yang sudah mapan; dan |
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dlatur dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya.

J. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa -
a. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: -
1) Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa di lingkungan
‘Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; o
2) Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Repubhk Indonesia di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepohslan Negara Repubhk‘
Indonesia; dan/atau , _
3) personel selain yang dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

"~ b. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa sebagmmana

dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3} memiliki
kompetensi di bldang Pengadaan Barang/Jasa.

c. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagalmana
dimaksud pada huruf a berkedudukan di UKPBJ.



d. Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau

rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan
Bare.mg/ Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
bertindak sebagai PPKom, Pejabat Pengadaan, Pj PHP/PPHP
dapat berkedudukan di luar UKPBUJ. ' ' '

2. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

a. Menteri/ kepala lembaga/ Bupati membentuk UKPBJ memiliki

tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa
pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ, UKPBJ memiliki
fungsi: : :

1) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

| 2) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

3) pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Pengadaan Barang/Jasa;

4) pelaksanaan  pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis; dan ’

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala
lembaga/Bupati. |

- UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), dapat
dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

K. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN.

1. ‘Pengendalian.

a.

Dalam rangka pembinaan di lapangan, 'Penggilna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK bertanggung jawab

- terhadap kelancaran dan hasil kegiatan. |

Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK mengadakan bimbingan

‘terhadap kelancaran kegiatan baik administrasi maupun segi

teknis.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaanv kegiatan disesuaikan
dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, maka
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK dalam
menyampaikan laporan bulanan harus menguraikan masalah-
masalah yang timbul, hal tersebut sebagai bahan Rakor POK.

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
APBD, Bupati Up. Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi
Kegiatan APBD melaksanakan pembinaan dan pengendalian

: yang dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Tupoksinya.



- f.

~Atas dasar laporan bulanan dari Pengguné Anggaran kepada

Bupati cq. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah selaku pengendali dapat mengikuti kegiatan secara
menyeluruh. , o '

Jika timbul ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanvaan,
Tim Pembina APBD up. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan  Sekretariat Daerah selaku  pengendali

- menginventarisir atas dasar laporan yang masuk untuk

diadakan pemecahannya melalui koordinasi Tim Pembina,
Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD dan hasilnya

“dilaporkan kepada Bupati.

Perubahan rincian kegiatan dapat dilakukan derigan tidak
merubah kode rekening yang telah ditetapkan dalam DPA
setelah mendapat persetujuan dari TAPD. '

Apabila ada perubahan harga tidak sesuai dengan Standar
Satuan Harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Tim
Standar Satuan Harga Kabupaten Karanganyar.

Penggunaanv Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar. ‘
Tatacara pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Rakor POK  Terpadu diselenggarakan
minimal/sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Tim Pembina dapat melaksanakan kegiatannya melalui
pemantauan, monitoring, evaluasi dan tinjauan lapangan

 sesuai jadwal yang ditentukan.

Maksud dan Tujuan Rakor POK : D
1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran
berjalan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

2) Inventarisasi  permasalahan pembangunan secara

' menyeluruh yang timbul dan pemecahan masalahnya.
3) Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai : ' : '
a) tepat waktu;
b) tepat mutu;
c) tepat administrasi;
d) tepat sasaran dan tepat manfaat.

o. Pényajian laporan dalam Rakor POK.

1) Pada waktu Rakor POK Pengguna Anggaran, Pejabat

" Pembuat Komitmen/PPTK diminta untuk mengadakan
paparan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya bila diperlukan. :




2) Materi paparan antara lain 'melipuﬁ :
a) kemajuan fisik maupun keuangan sampai dengan bulan
laporan; : | ‘ v
b) visualisasi laporan dalam bentuk sarang laba-laba;

c) menyampail_{an masalah yang timbul/ditemui dalam
pelaksanaan kegiatan, langkah yang telah ditempuh dan
upaya penyelesaian lebih lanjut; -

d) langkah/upaya penyelesaian menjadi pedoman bagi
kegiatan lain yang mempunyai permasalahan yang
sama; dan ‘ _ ‘ :

e) jika dipandang perluy, terhadap hasil rakor POK
tersebut dapat ditindaklanjuti peninjauan lapangan.

2. Pelaporan.

a) Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan laporan
bulanan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya,
mengenai perkembangan dan kemajuan fisik/keuangan
kegiatan/pekerjaan yang dikelolanya kepada Bupati melalui
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah,
dengan tembusan kepada :

1) Inspektorat Daerah; . .
2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan;
3) Badan Keuangan Daerah. '

~ b) Kepala Bagian Administrasi Pcmbangunan ‘sesuai dengan

fungsinya mengolah laporan tersebut sebagai bahan

; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.

c) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
‘menyiapkan laporan bulanan dari Bupati kepada Gubernur
paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya apabila
diperlukan. ' | -

L. PENYERAHAN HASIL KEGIATAN/PEKERJAAN. |

1. Pada tanggal penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan
perjanjian/kontrak pekerjaan dengan ketentuan paling lambat
‘tanggal 31 Desember (tutup tahun anggaran), semua kegiatan
harus sudah selesai 100% (seratus persen) baik fisik maupun
keuangannya. ' '

2. Penyerahan pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut:
a. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
b. PA memerintahkan kepada PjPHP/PPHP untuk memeriksa
administrasi hasil pekerjaan barang/pekerjaan
' konStruksi/ jasa lainnya. - . .
c. PA menyerahkan aset hasil kegiatan kepada Bupati dengan
'~ Berita Acara Penyerahan dengan tembusan:
1) Inspektur Daerah; . '
2) Kepala Badan Keuangan Daerah.



. d Atas dasar Benta Acara Penyerahan dar1 Pengguna Ang garan B

~ kepada Bupati, - Kepala Badan Keuangan ‘Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi - membuat Benta Acara
penyerahan aset tersebut dari Bupati kepada Perangkat

,Eaerah pengguna untuk dlmanfaatkan dan dlpehhara dengan
baik o

3 Penyerahan aset hasﬂ keglatan tersebut dlatur sebaga1 benkut

‘a. penyera.han aset hasﬂ kegiatan tersebut dapat dlscrahkah -

- secara kumulatif j Jenis kegiatan pada Perangkat Daerah; :

b dalam penyerahan aset hasil keg1atan agar berpedoman pada» |
 Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2014 tentang R
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan - Barang Milik'g Daerah serta peraturan
pelaksanaannya, ‘

- ¢. segala biaya yang timbul aklbat penyelesalan admlmstra31

- penyerahan . aset hasil keglatan dlbebankan pada anggaran :
~ kegiatan yang bersangkutan ' :

M PEMANFAATAN SISA ANGGARAN KONTRAKTUAL

1.

Sisa Anggaran Kontraktual adalah n11a1 sehs1h antara alokas1 DR
: -anggaran keluaran (output) yang tercantum dalam DPA dengan

- nilai- kontrak pengadaan barang/ jasa untuk menghasﬂkan"
-keluaran (output) sesuai dengan . volume keluaran (output) yang )

~ ditetapkan dalam DPA. ' : .
. Sisa Anggaran Kontraktual dapat dlmanfaatkan dengan syarat

a seluruh target volume keluaran (output) yang terc antum dalam :
‘ _’,DPA telah terpenuh1, _ |

o b penambahan keluaran (output) untuk mendukung Optlmahsam

3.
e tahun anggaran bexjalan o
4. Pembayaran prestasi pekerjaan atas pemanfaatan Sisa Anggaran -

- "fj Kontraktual dilaksanakan sesuai mekanlsme yang berlaku |

~dari target (keluaran) yang telah ditetapkan; -

c pemanfaatan anggaran atau penambahan nilai kontrak tidak

melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak apablla N
- tersedia cukup anggaran di dalam DPA. =

Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dllaksanakan dalam .

N .‘ : PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

Pembayaran prestasi pekerjaan dllakukan oleh PeJabat Pembuat .

‘Komitmen (PPK) berdasarkan hasil pemenksaan/ perhitungan

. : o , 'vbersama yang dilakukan antara Penyedia dan PPK. ‘
2. Apabila dari hasil pemeriksaan prestasi pekerjaan terdapat

j iket1daksesua1an kuantitas (volume) maupun kualitas (spesifikasi) -
~ dengan kontrak awal, PPK merekomendas,lkan untuk memenuhi
‘kekurangan volume - pekerjaan - dan/a atau  memperbaiki

o "ket1daksesua1an spesifikasi sampai dengan terpenuhlnya batas

| toleransi tekms tersebut dalam satu kurun Waktu kontrak



3.

Apabila kurun waktu kontrak telah berakhir, maka pembayaran
prestasi pekerjaan langsung diperhitungkan dengan kekurangan
volume maupun kesamaan spesifikasi sepanjang memenuhi batas
toleransi teknis kualitas dan dituangkan dalam Berita Acara
Pembayaran.

Hasil pemeriksaan/ perhitungan akhxr prestasi pekerjaan
dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Addendum
Akhir/Penutup (Final Contract). Perhitungan dilaksanakan untuk
setiap item pekerjaan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar
untuk menetapkan kemajuan hasil pekerjaan akhir serta dasar
penagihan pembayaran akhir kepada Penyedia.

BAB VI

PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. UMUM

Penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial mendasarkan pada -
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan Daerah
-tersebut mengamanatkan agar Bupati mengatur mengenai:

1.

batasan hibah terkait, besaran dan penggunaan dana hibah, serta
jumlah dan jenis Barang yang dapat dihibahkan. :

ketentuan teknis penyaluran/penyerahan hibah;

Pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah serta kelengkapan
dokumen hibah; dan

. tata cara usulan Bantuan Sosial dan Kepala Perangkat Daerah

kepada Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pedoman dalam
- pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial perlu diatur dalam Pedoman
pelaksanaan ini.

B. HIBAH

1.

Batasan Hibah

‘a. Kepala Perangkat Daerah menentukan kriteria Penerima
Hibah yang didasarkan pada pertimbangan obyektif dan
teknis. . ' v

'b. Yang dimaksud pertimbangan obyektif adalah:

1) Persyaratan umum penerima hibah berdasarkan peraturan
~ perundang-undangan; dan o '

2) Alokasi dan kemampuan Keuangan Daerah.

c. Yang dimaksud pertimbangan teknis adalah:



- a.

1) Persyaratan teknis penerima hibah berdasarkan kriteria
sesuai bidang yang ditentukan oleh Kepala Perangkat
Daerah; dan

2) Urgensi dan kebutuhan lokal terkaJt hal hal teknis sesuai
kondisi di Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menetapkan alokasi, batasan
besaran/nominal jumlah dana, alokasi penggunaan dana,
jumlah dan jenis Barang/Jasa, dengan memperhatikan:

1) Cakupan layanan hibah selama ini;

2) Kemampuan Keuangan Daerah;

-3) Kebutuhan kontekstual masyarakat; dan

4) Pertimbangan Iainnya}.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai
dengan huruf d dituangkan dalam Keputusan Kepala
Perangkat Daerah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah
di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

. Ketentuan Teknis Pehyaluran dan Penyerahan Hibah

Pemohon Hibah mengajukan permohonan Hibah kepada

‘Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pada Tahun-1;

Kepala Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan
inventarisasi untuk mengajukan rekomendasi kepada TAPD;

TAPD memberikan Pertimbangan terhadap rekomendasi
Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati;

Berdasarkan persetujuan Bupati terhadap Pertimbangan
TAPD, disampaikan Daftar Penerima Hibah untuk
perhitungan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran yang akan
datang (T);

Setelah APBD dlundangkan Kepala Perangkat .Daerah
menyampaikan kepada Pemohon yang disetujui masuk dalam

'Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan;

Pemohon melengkapi persyaratan sesuai Petunjuk Teknis
Kepala Perangkat Daerah; :

Kepala Perangkat Daerah mengajukan penetapan Keputusan
Bupati terhadap daftar penenma hibah yang telah memenuhi

syarat;

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada

huruf g, disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

dimana: B |

1) Untuk nominal sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah dan Penerima Hibah, kecuali pada Sekretariat
Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah
yang membidangi dan penerima hibah.
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2) Untuk nominal diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) ditandatangani oleh Bupati dan Penerima Hibah.

Ber‘samaan dengan NPHD sebagai’mana dimaksud pada hilruf
H ditandatangani pula Berita Acara Serah terima Hibah.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

a.

b.

Kepala Perangkat Daerah mempertanggungjawabkan Hibah
sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan Hibah.
Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan
penyaluran Hibah kepada Bupati.

Penerima Hibah mempertanggungjawabkan Hibah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih rinci berpedoman pada Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial g .

'C. . BANTUAN SOSIAL

1.

Kriteria Bantuan Sosial

- a. Tujuan penggunaan bantuan sosial adalah:

1) Rehabilitasi sosial;
2) Perlindungan sosial;

- 3) Pemberdayaan sosial;

4) Jaminan sosial;
5) Penanggulangan kemiskinan; dan
6) Penanggulangan bencana.

Kepala Perangkat Daerah menentukan kriteria Penerima
Hibah yang didasarkan pada pertimbangan obyektif dan

~ teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sampai

dengan huruf d dituangkan dalam Keputusan Kepala

Perangkat Daerah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Sosial di lingkungan Perangkat Daerah yang
bersangkutan. o ’ '

2. Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial

a‘

Pemohon Bantuan Sosial mengajukan perrhohonan kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pada Tahun-1;

Kepala Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan
inventarisasi untuk mengajukan rekomendasi kepada TAPD;

TAPD memberikan Pértimbangan terhadap rekomendasi
Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati;

Berdasarkan pefsetujuan ‘Bupati terhadap Perﬁmbangan
TAPD, disampaikan Daftar Penerima Bantuan Sosial untuk
perhitungan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran yang akan

~ datang (T);



~ €. Setelah APBD diundaingkan, Kepala Perangkat Daerah

menyampaikan kepada Pemohon yang disetujui masuk dalam
Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan;

f. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai Petunjuk Teknis
Kepala Perangkat Daerah; v

g. Penetapan penerima bantuan sosial ditetapkan dengan
Keputusan Bupati; ’

h. Untuk kegiatan penanggulangan bencana Alam yang bersifat
~ darurat diatur dalam ketentuan tersendiri.

i. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf
8, Kepala Perangkat Daerah menyalurkan Bantuan Sosial
dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani Kepala
Perangkat Daerah dengan Penerima Bantuan.

j.  Ketentuan lebih rinci berpedoman pada Peraturan Bupati

 Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.

BAB VII _
PENGAWASAN DAN SANKSI

'A. PENGAWASAN

1.

Pengawasan atas perencanaan  dan pelaksanaan

. kegiatan/pekerjaan dilaksanakan oleh APIP dan» Lembaga
| Pengawasan Pemerintah lainnya sesuai peraturan perundang-
- undangan yang berlaku. ~

~ Atasan langsung‘ bertanggung' jawab atas pengawasan terhadap
 aparat bawahan/petugas di bawahnya sesuai dengan mekanisme
- yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. .

Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi : .

a. sebagai barometer untuk mengukur dan menge:tahul
kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemenntah,
khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;

" b. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

" ¢c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
dalam Pengadaan Barang/Jasa. :

' Délam rangka- tercapainya suatu kegiatan yang transparan,
akuntabel, dan bebas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), maka

setiap kegiatan fisik wajib dipasang papan nama kegiatan yang
berisi data-data kegiatan dimaksud dengan maksud dan tujuan
agar masyarakat umum dapat mudah mcngetahuinya.- -



Pelaksanaan kegiatan fisik perlu diadakan dokumentasi (foto)

~ dalam keadaan {(minimal) 0% (nol persen), 50% (lima puluh
persen), 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan pada
masing-masing jenis kegiatan yang ada.

B. SANKSL

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan tindakan
administratif dan tindakan-tindakan lain berdasarkan ketentuan
‘ peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII
FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

. Fbrmat Laporan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari:

1.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan / Keglatan Pengadaan
Barang /jasa Melalui Penyedia. ‘ :

Realisasi Perkembangan pelaksanaan pekerjaan/Kegiatan Tahun
Anggaran ....... cosues di Kabupaten Karanganyar.

. Realisasi Penggunaan Dana Pekerjaan/ Kegxatan Tahun Anggaran

...... ... Di Kabupaten Karanganyar.

. Masalah/Hambatan ~ yang  ditemui dalam Pelaksanaan
Pekerjaan/Kegiatan serta  usaha yang dilakukan dan atau

disarankan untuk mengatasi.

Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeljaan untuk yang
Pertama/ Kedua. .

Format Surat Keterangan Penyerahan Pekerjaan Selesai Masa
Pemeliharaan. .

7. Format peringatan keterlambatan pekerjaan

8. Format Berita Acara Pemenksaan Hasil Pekeqaan

Format Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.



"Format tersebut' diat‘avs, diatur sebagai berikut:

1 FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN
- PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA o

| PERANGKAT DAERAH s

'SUMBER DANA
_S/D TUTUP BULAN | |
o DANA | LOKAS PELAKSANAAN DIKgIRiJ;\-IKAN »
KODE REKENING TR KASI [ - —|  oLE »
NO | /NAMA KEGIATAN | & DPA_ | XEGIATAN | MULAI | SELESAI | (CV/PT/Swake | Permasalahan
- | / NAMAKRGIATAN | gonTRAK | FEGIAT LES/ {ET/e

' Karanganyar, |

Kepala

...................

.................

NIP.




2. FORMAT = REALISASI PERKEMBANGAN - PELAKSANAAN
) PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN....,; ..... DI KABUPATEN

- KARANGANYAR ~ LAPORAN  PERKEMBANGAN = PELAKSANAAN
 PEKERJAAN | S |

' PERANGKAT DAERAH
 SUMBER DANA
'~ $/D TUTUP BULAN

KODE REKENING /| DANA (RP) REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN / »
’ . NAMA a. DPA - KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN -

(KEGIATAN. | b. KONTRAK | 5 nR | PEBR | v | v AGUS | SEPT | DSMB

[ JUMLAH/RATA-RATA -

’ Keterangan

. A Persentase Target Pelaksanaan Keglatan (diisi sampa.t dengan akh1r tahun)
“B. Persentase Realisasi Pelaksanaan Keglatan (ﬁsxk maupun non ﬁszk diisi kumulatlf
sampai bulan yang bersangkutan)
'C. Persentase target keuangan. (sudah diisi sampal dengan akhn- tahun)

~ D. Persentase SPJ dari total dana (diisi kumulatlf sampa1 bulan yang bersangkuta.n)
f Jumlah/Rata-rata harus diisi

Target keglatan & keuangan harus sudah d1181 sampau akhn‘ tahun/ anggaran

Karanganyar, | o
- Kepala




‘3. FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN ......... DI KABUPATEN KARANGANYAR
- PERANGKAT DAERAH
- SUMBER DANA
S/D TUTUP BULAN
Dana SP2D SPJ Real
o KODE REKENING | (Rp) s/dBulan | Bulanini | s/dBulan | % [ s/dBulan | Bulan Ini sid % | kegiata
' KégAmﬁN Zlﬁf,’ﬁm Lalu(Rp) | (Re) Ini {Rp) Lalu(Rp) [ (Rp) | Bulanni n% | KET
k (Rp)
JUMLAH
Karanganyar,
Kepala ..ccoeiivenieiienniieeneciicnnnnns
NIP.
4. FORMAT MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI - DALAM
v PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SERTA  USAHA YANG
DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI
PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN
S/D TUTUP BULAN
USAHA YANG APAKAH MASIH DIPERLUKAN
N KODE URAJAN/RINCIAN TELAH TINDAK LANJUT
: MASALAH (KAPAN ~ OLEH SIAPA _
NARM}?A.KI}{‘:S(I}I\IKA}'I/‘AN DAN APA (KA}EAI\I&AngI;A/ vA | Dk | . INSTANSI YANG K
MASALAHNYA) ‘ DIHARAPKANDAPAT
v : BAGAIMANA) MEMBANTU)
Karaﬁganyar, 2020

Kepala ...occvneeenrvininsioninnnennenns

NIP.




5 FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

TAHUN............KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOT...cieiiiiininiincrncnnenn,

‘Pada hari ini ........c.eeie tanggal .....coceiiviiininnnnn, bulan
erestsierararaenernenrans tahun dua ribu ....cceevennenennen.e. , yang bertanda
tangan dibawah ini v
Nama
NIp. T
Jabatan = 1 e, pada

oooooooooooooooooooooo

Kabupaten Karanganyar, selaku Ketua Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pe_labat Pembuat
Komitmen)

Yang ditetapkan dengan  Keputusan PA/KPA ,'Ndmor
eeaeeacessinsescsesnsennes tahun ......... ) telah mengadakan Pemeriksaan

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

" Yang dikerjakan oleh ...................... alamat .....cooeeiiiiiionnnenineen
’berdasarkan perjanjian  Nomor ... tanggal
C rerersecsnrracensernssareens dengan Surat Perintah Kerja nomor
.......................... tanggal ........ccceceeeveveene... dengan biaya

- sebesar Rp...cccovvininnieennnes (oerenrnroerarenrinininioenrioseriisienerecranananns ).

| Setelah dilakukan pemerlksaan hasil pekerjaan di lapangan, maka
- Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut:

. i1. Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan
’ dimaksud dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS) dan perjanjian pemborongan.

' 32. - Hasil pemeriksaan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai ......
% (sebagaimana terlampir). : .

3. Berdasarkan pemeriksaan hasil ‘pekerjaan tersebut, maka
pelaksanaan pekerjaan ........ccoceiviiininnnn, yang dilakukan
oleh .cvevieinniieninnnns dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya
dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang

‘sebenarnya kemudian untuk dapat dlpergunakan sebagaimana

mestinya. :

Untuk dan atas narha Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen
- Penyedia Jasa (CV/PT) ‘

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



6.  FORMAT : SURAT KETERANGAN PENYERAHAN PEKERJAAN SELESAI
' MASA PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama L nrrreceserscrtrertearernaesans

Jabatan Konsultan Pengawas

Penyedia » :CV/PT...ceveeerevrnnnnne

Dengan ini mcnerangkan sebenarnya bahwa pelaksanaan Pekerjaan
................ seesesesnnses Kabupaten Karanganyar dari Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU) APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran ........... :
yang - dilaksanakan
CV/PTueiiiiitiecenrecccnecnnenennas reereereernrrreesearerenaaannes beralamatkan.............
bereseeserteierneraesenenenes berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor
ST, Tanggal ....cccooueeeens dan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )
NOMOT iiieeiverivmmeereeinssasnisiinnn Tanggal......cccvvveveennnnnes dengan biaya
sebesar Rp........ SUR vereeer (reneeeeens eerereentneeersinnnas Rupiah ).

Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
telah berakhir dan segala kerusakan yang terjadi selama masa
pemeliharaan telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
kemudian mempertimbangkan hal tersebut maka pekerjaan dimaksud
layak diserahkan untuk yang ke ....cc.eceseeanens '

Demikian  untuk menjadikan periksa dan sebagai pertimbangan
selanjutnya.

Direktur



7 FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK
: YANG PERTAMA/KEDUA =

f 'BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN
'DANA APBD TAHUN............ KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUKYANG : PERTAMA / KEDUA

Pada harl te OO tanggal cevvivrerisrannisne. bulan

T P . tahun dua ribu e, , yang bertandatangan ’
o ”,};dlbawah inmi @ N v : :

‘ ,?I.Nama T iieeeteeessesienererennes rerrrreereeater e e e e e narnnranaaas S

- Jabatan D D1rektur CV. [ PT. it
- Alamat N e car e s
1 ' Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tersebut diatas.
L Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Nama ...... ererereraans e, '
NIP. coe - : .. .......... '..:; ..... veerreenee ................. cesrasaans
. Jabatan D eiiviesveseneene ernvernna pada ...... eeireeneeens ,
o _ Kabupaten ° Karanganyar, selaku
‘ PejabatPembuat Komltmen Paket Peker_]aan N
- Selan_]utnya dlscbut PIHAK KEDUA
o §Berdasarkan Berlta Acara Pemerlksaan o I-Ias1l Pekeljaan v
- Nomor.......cceun.ee tanggal ......... e ereeerrrerans ~untuk paket'.

. pengadaan pekerjaan ............... reeerteeeeetiiesterenereraaaaaenraaaaas *)
 ‘Pada hari dan tanggal tersebut diatas bersama-sama mengadakan _
- .serah terima pekerjaan keglatan Dana APBD tahun reeeeerneiaa o
- sebagal berikut: » , , . '

Pasal 1

: _%PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang'
pertama / kedua kali **), hasil pelaksanaan kegiatan dana APBD .

e tahun ......... Kabupaten Karanganyar yang berupa
o %:Yang dikezjakan oleh ...... errrereen _..”alaniat‘ ..... ’ :
- ‘berdasarkan ~ Surat -  Perjanjian . Kontrak - Nomor . =~ = .
"~ -Tanggal.............Pasal....... ‘...dengan Surat Perintah Kerja nomor ==~
evereeeeeennnn..s tanggal ool dengan biaya sebesar



",Pasa12

E }PIHAK KEDUA sebagalmana d1 maksud dalam Pasal 1 telah

SR ~Hasil Pekerjaan untuk yang pertama kah

- ‘menerima penyerahan yang pertama/ kedua**) dari PIHAK
,"v‘;jKESATU hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan APBD tahun
... Kabupaten Karanganyar tersebut pasal 1 di atas dengan
- baik, lengkap dan dapat dlpertanggung]awabkan - mengenai
: ';,tekms dan kuahtasnya sesuai ketentuan yang berlaku '

“ | Pasal 3
;-_ffBerdasarkan ~ Surat S Perjanjlan B Kontrak : ‘Nomor
- Tanggal............. Pasal........maka b1aya pemehharaan - dan -
 pelaksanaan perbaikan dalam masa pemehharaan terhitung
. 1mu1a1 tanggal .......... sampai dengan tanggal ............. menjadi

B B tanggung Jawab PIHAK KESATU *).

Dem1k1an Benta ‘Acara ini dlbuat dan d1tandatangan1

_ v‘:pada hari dan tanggal tersebut di atas kemudlan untuk- dapat
- dlpergunakan sebagalmana mestinya. S '

- YANG MENERIMA ' YANG MENYERAHKAN

~© PIHAKKEDUA : = PIHAKKESATU :
. Pejabat Pembuat Komltmen . Direktur PT./CV. .cccovviiiniins

o -":Paket PekerJaan..;..', ............... “

S e

. eaesesvvsensescccennussssrsacsrIenenees . seesrssesIVIIINIIRIGIIIIERNOOIQECTIOIETRS

Klausul ini hanya dxtuangkan dalam Berlta Acara Serah Terlma

L **) P111h salah satu -



8 F ORMAT PERIN GATAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN

KOP DINAS
Nomor : / [/ S Tempat: .cciveiieeeennnn.
Sifat - :Pcnting R e
- Lampiran: ...... : ' v Kepada
Perihal Perlngatan Percepatan Pekeljaan Yth Direktur/PT ............
S (T . . - Pelaksana -
o o Keglatan....;..; ........
D e
Tempat
Memperhatlkan Surat Per_]an_]lan (kontrak) Keg1atan
IO PPPRORORFPRRRORRRE « [ s =2 1 o I\ (355 To ) o U |
- Tanggal ...... eveenrearaeeens Berdasarkan Jadwal pelaksanaan (time
- Schedule) kema_]uan pekerjaan (....cceeenieeiininaiiiin ) seharusnya
Sudah mencapai ....... %. Namun dari hasil pengamatan dan

_ Penghitungan volume di lapangan kema_]uan ﬁ31k pekerjaan
, Saudara sampa1 saat ini baru mencapa1 weeres Y. '

Oleh karena itu kaml minta - saudara segera untuk ‘

- mengejar keterlambatan pekerjaan, agar tcpat waktu dan mutu

pekerjaan dan pekerjaan dapat sesua.l dengan yang telah-

s dltentukan

Demikian surat ini dibuat'éebagai' 'peringatan’ untuk

dilaksanakan dengan seba1k balknya Atas pcrhat‘ianny‘avi .

L d1ucapkan terima kas1h

© PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.............................

: Tembusan

1. Bupati (sebagai laporan)

2. Kepala DPU PR .

- Sebagai Pengguna Anggaran o
3 Pejabat Pelaksana Teknis Keg1atan -
4. Pengawas Lapangan f

5, Ar31p



7{9. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL

PEKERJAAN
' Konsep 1
BERITA- . - ACARA - ~ HASIL SATUAN KERJA (nama OPD)
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF NOImMOTr  fiiviiiiiiiiiiciiniiinnnernnnnnnn...
Tanggal :
PAKET PEKERJAAN .
SUMBER DANA :......ccceeieivnnnnnnn...
PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

NO { DOKUMEN . -~ |NOMOR = | TANGGAL = | KETERANGA

Dokumen Anggaran - R

SK penetapan PPK

ol il b

Dokumen
Perencanaan
(Identifikasi
Kebutuhan)

] 4. Dokumen

Persiapan
Pengadaan

"KAK/ - ‘
Spemﬁkam -

‘Teknis
“RAB ’

-~ HPS

- Dokumen -
- Anggaran '
" Belanja =

‘-’b “ID Paket RUP
Gambar :

- Rancangan
_ Kontrak

5. | Dokumen
"~ | Pemilihan Penyedia

- Surat ,
~  Penawaran
- Penyedia
- ' Dokumen
Evaluasi s/d

Penetapan
" Penyedia

SPPBJ ‘

6. | Dokumen Kontrak




7. | Dokumen Kontrak
Perubahan
8. | Berita Acara Serah
Terima Hasil
Pekerjaan pertama
(PHO)
9. | Berita acara Serah

- | Terima Hasil Kedua
(FHO)

Mengetahui, o : =
PA/KPA ' - PJPHP/PPHP

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 BABIX
PENUTUP

Peraturan  Bupati ini  merupakan  pedoman = pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. .

'BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

JULIYATMONO




